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MOTTO 
                              
                         
                            
Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. 
dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 
sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat. 
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ABSTRAK 
Akad musyarakah mutanaqisah merupakan musyarakah atau syirkah yang 
kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Rukun dan ketentuan dalam akad 
musyarakah berlaku pada akad musyarakah mutanaqisah, diantaranya yaitu 
mengenai adanya penyertaan modal, pembagian kerja, dan nisbah bagi hasil. Dimana 
ketiga unsur tersebut cenderung mengarah pada suatu transaksi yang notabenya 
produktif. Sementara KPR yang dalam prakteknya di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang disebut dengan pembiayaan KPR Muamalat iB. Pembiayaan KPR 
Muamalat iB ini masuk ke dalam kategori produk pembiayaan konsumsi. Bagaimana 
pandangan hukum islam terkait akad musyarakah mutanaqisah yang notabenya 
produktif di implementasikan pada produk pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
yang notabenya konsumtif.  Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana 
implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk KPR di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk KPR di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian 
kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Sumber data primer penulis kumpulkan dengan metode 
wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder ini berupa buku-buku, 
brosur, dan dokumen-dokumen tentang KPR Muamalat iB. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi akad 
musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Muamalat iB terdapat dua akad di 
dalamnya (hybrid contract). Ada dua kontrak perjanjian dalam skim pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi yaitu kontrak musyarakah mutanaqisah dan kontrak 
ijarah. Akad musyarakah dalam pembiayaan ini hanya sebatas kerjasama untuk 
memiliki sebuah aset, sehingga tidak ada pembagian kerja dan bagi hasil dari akad 
musyarakah. Sebaliknya bagi hasil ditimbulkan dari akad ijarah. Dan tinjauan 
hukum Islam terhadap akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR 
Muamalat iB kongsi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang penulis menarik 
kesimpulan bahwa penggunaan akad musyarakah mutanaqisah akan cocok apabila 
diterapkan dalam pembiayaan KPR Muamalat iB karena dengan menerapkan akad 
musyarakah mutanaqisah pada skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi maka 
akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank dan nasabah), dan 
dapat mengatasi resiko-resiko dalam pembiayaan KPR. Secara garis besar praktek 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang sudah sesuai dengan fiqh dan fatwa. Akan tetapi masih terdapat 
beberapa ketidakpatuhan pada beberapa ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN 
Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Keputusan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013, 
dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012. 
 
Kata Kunci: Musyarakah Mutanaqisah, KPR Muamalat iB 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Salah satu kebutuhan primer manusia adalah tempat tinggal. 
Setiap manusia pasti membutuhkan tempat untuk tinggal bagi 
dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, tempat untuk berteduh, 
dan tempat untuk berlindung. Sekarang ini terdapat berbagai macam 
jenis  tempat tinggal baik dalam bentuk rumah ataupun bentuk 
lainnya, misalnya apartemen. Memiliki tempat tinggal sendiri tentu 
saja menjadi impian setiap orang. Bagi orang yang mempunyai dana 
cukup, tentu saja bisa dengan mudah untuk mendapatkan rumah 
yang diinginkan, karena bisa langsung membelinya. Akan tetapi 
tidak sedikit orang yang belum mempunyai dana cukup untuk 
membeli sebuah tempat untuk tinggal. Padahal kebutuhan tempat 
tinggal itu merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Bagi 
orang-orang yang belum mampu membeli rumah secara tunai, tidak 
perlu khawatir, karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga 
keuangan yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Salah satunya yaitu bank syari’ah. 
Bank syari’ah sudah sejak lama beroperasi di Indonesia. 
Salah satu bank syari’ah yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu 
Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia didirikan 
pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dan Pemerintah Indonesia, serta memulai kegiatan operasinya pada 
 
2 
 
bulan Mei 1992. Adapun yang menjadi visi dari Bank Muamalat 
Indonesia adalah menjadi bank syari’ah utama di Indonesia, 
dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional. 
Sedangkan misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role 
model lembaga keuangan syari’ah dunia dengan penekanan pada 
semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi 
investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi 
stakeholder.
1
 
Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bank 
Muamalat Indonesia memiliki kegiatan usaha perbankan antara lain 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (musyarakah), jual 
beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah).
2
 
Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang 
mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam sepak terjangnya di 
Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya bank 
yang bertahan dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat krisis 
ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Mulai dari awal 
pendiriannya sampai sekarang ini Bank Muamalat masih tetap 
berdiri kokoh dan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang 
                                                          
1
 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
(Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2010), h. 85. 
2
Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, Islamic Banking Sebuah Teori, 
Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 31. 
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dialami oleh Bank Muamalat Indonesia tidak hanya pada aset atau 
kantor layanannya saja, melainkan juga mengalami pertumbuhan 
pada produk dan juga akadnya. 
Terdapat berbagai pengembangan dan modifikasi atas akad-
akad keuangan syari’ah. Salah satu akad yang menarik untuk kita 
pelajari adalah akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Akad 
musyarakah mutanaqisah ini menjadi salah satu akad yang 
digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang untuk 
melakukan transaksi pada salah satu produk Bank Muamalat 
Semarang yaitu  Pembiayaan KPR Muamalat iB. Pembiayaan KPR 
Muamalat iB di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ada 
dua jenis skema yaitu skim pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian dengan akad murabahah dan skim pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah. 
Pembiayaan KPR Muamalat iB lazimnya merupakan fasilitas 
pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang, karena jangka 
waktu angsurannya lebih dari satu tahun. Kredit Pemilikan Rumah 
dimana berdasarkan sifatnya, KPR tergolong dalam jenis kredit 
konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau jangka panjang yang 
diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang atau 
kebutuhan konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang 
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pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang 
bersangkutan.
3
 
Untuk memperjelas bahwa rumah yang digunakan untuk 
tempat tinggal pribadi yang diperoleh secara kredit merupakan 
barang konsumtif, bukan barang produktif, sekalipun nilainya 
meningkat setiap tahunnya, yaitu karena rumah tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan primer manusia dan sebanyak apapun 
peningkatan dari rumah tersebut, tetap pemilik rumah tidak akan 
menjual rumahnya tersebut. Dalam kasus seperti ini maka Islam 
memandang rumah tersebut bukan sebagai barang dagangan hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi di dalam buku 
Fiqh Zakat Bab VIII.
4
 
Pengarang al-Hidaya mengemukakan alasan mengapa 
rumah yang dijadikan tempat tinggal sendiri, peralatan-peralatan 
untuk digunakan sendiri, benda-benda tersebut tidak wajib zakat, 
karena benda-benda tersebut dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok 
dan tidak mengalami pertumbuhan. Selanjutnya pengarang al-‘Inaya 
memperjelas, baik keperluan sebagai kebutuhan pokok maupun tidak 
mengalami pertumbuhan, keduanya menggugurkan wajib zakat. 
Kedua penyebab itu merupakan kebutuhan pokok, maka dari itu 
                                                          
3
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2011), h. 61. 
4
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT Pustaka Mizan, 1996), h. 
434. 
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pemilik membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, pakaian untuk 
penutup tubuh dan sebagainya.
5
 
Berdasarkan alasan tersebut para ulama fiqh sependapat 
bahwa rumah yang dipakai pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri 
tidaklah wajib zakat. Hal tersebut merupakan kemudahan dan 
keadilan yang dibawa oleh Islam. Alasan yang dikemukakan oleh 
para ulama fiqh tentang tidak wajib zakat atas rumah tinggal, 
pakaian, alat-alat kerja dan yang sejenisnya, karena diperlukan 
sebagai kebutuhan pokok dan karena tidak mengalami pertumbuhan. 
Maka berdasarkan pengertian sebaliknya (mafhum mukhalafa), 
kewajiban atas harta kekayaan didasarkan karena alasan mengalami 
pertumbuhan dan tidak dipakai untuk kebutuhan pokok pribadi.
6
 
Dari penjelasan Yusuf Qardawi di dalam buku Hukum Zakat 
tersebut, sudah jelas bahwa rumah adalah sesuatu yang bersifat 
konsumtif, bukan produktif, karena rumah tersebut memang dimiliki 
oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun 
nilainya setiap tahun naik, akan tetapi karena rumah tersebut 
memang untuk tempat tinggal pribadi, dan tidak untuk dijual 
maupun untuk usaha, maka rumah tersebut tetap masuk dalam 
kategori barang konsumtif. 
                                                          
5
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT Pustaka Mizan, 1996), h. 
438. 
6
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT Pustaka Mizan, 1996), h. 
440. 
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Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-
MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, di dalam fatwa 
tersebut mengatur tentang ketentuan akad musyarakah mutanaqisah. 
Dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut di sebutkan bahwa 
musyarakah mutanaqisah merupakan akad musyarakah dimana 
kepemilikan salah satu syarik berkurang akibat pembelian secara 
bertahap oleh syarik lainnya. Seluruh ketetuan yang ada dalam akad 
musyarakah berlaku juga dalam akad musyarakah mutanaqisah. Ada 
tiga ketentuan utama dalam akad musyarakah, yaitu adanya 
penyertaan modal dari para syarik, adanya pembagian kerja kepada 
para syarik, dan adanya bagi hasil. Tiga ketentuan tersebut bisa 
terwujud dari aktivitas atau transaksi yang bersifat produktif. Hal ini 
sudah menjelaskan bahwa akad musyarakah mutanaqisah itu 
implementasinya untuk transaksi yang sifatnya produktif. Maka dari 
itu yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana 
mungkin akad musyarakah mutanaqisah yang notabenya akad 
produktif di implementasikan pada produk pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi dimana merupakan jenis pembiayaan 
konsumtif, dan apa yang menjadi alasan Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
pada produk pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi. 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah 
Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR 
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Muamalat iB Kongsi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat dua 
rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah 
(MMQ) pada produk Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad 
Musyarakah Mutanaqisah pada produk Pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang? 
 
C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui bagaimana implemetasi akad Musyarakah 
Mutanaqisah (MMQ) pada produk Pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
implemetasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada 
produk Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
 
8 
 
Manfaat Penelitian 
Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat: 
1. Mengetahui bagaimana implemetasi akad Musyarakah 
Mutanaqisah (MMQ) pada produk Pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang. 
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
implemetasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada 
produk Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
 
D. Telaah Pustaka 
Kajian tentang musyarakah mutanaqisah banyak kita jumpai 
dalam buku yang mengkaji tentang perbankan syari’ah, untuk 
membantu penelitian tentang musyarakah mutanaqisah terdapat 
beberapa skripsi yang akan dijadikan telaah pustaka diantaranya 
yaitu: 
Pertama, Skripsi Corina Hidayah, skripsi ini  berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Musyarakah Wal 
Ijarah (Studi Kasus Pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah 
Di Bank Muamalat Indonesia Semarang”. Di dalam penelitian 
tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad 
musyarakah dan ijarah pada KPRS kurang sesuai dengan 
pengamalannya dalam nilai-nilai muamalah Islam. Karena dalam 
pelaksanaan akad musyarakah tersebut harus dilakukan oleh dua 
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orang atau lebih untuk mengadakan suatu perkongsian/ perserikatan 
dalam menangani sebuah proyek dan mengadakan kesepakatan baik 
dalam hal pemberian modal serta pembagian keuntungan dan 
kerugian. Selain itu juga menjalankan usaha atau proyek tersebut 
secara bersama-sama. Sedangkan dalam pelaksanaan akad ijarah 
yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui 
pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikanatas barang itu sendiri. Dalam konteks boleh dilakukan 
asalkan menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik.
7
 
Kedua, Skripsi Agisa Muttaqien, Skripsi ini  berjudul 
“Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah 
Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus: Produk 
Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK))”. Dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan 
dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena 
ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap 
barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman 
nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses 
balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya 
                                                          
7
Corina Hidayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Musyarakah Wal Ijarah (Studi Kasus Pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah 
Syariah di Bank Muamalat Indonesia Semarang), (Semarang: IAIN Walisongo 
Semarang, 2012), h. 89-91. 
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terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan 
prinsip syari’ah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.8 
Ketiga, skripsi Rohmad, Skripsi ini berjudul “Analisis 
Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi Dengan Menggunakan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-
MUI/XI/2008 (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Semarang)”. 
Hasil penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan penerapan akad 
musyarakah mutanaqisah PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang 
Semarang sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 73/ DSN-
MUI/XI/2008. Namun ada ketidak sesuaian mengenai pembagian 
beban biaya yang timbul dalam akad (MMQ). Bagi hasil yang 
diterapkan Bank Muamalat dengan memberikan proyeksi bagi hasil 
sesuai dengan ketentuan yaitu bagi hasil akan mengikuti porsi 
kepemilikan modal. Bagi hasil yang di dapatkan bank dianggap 
sebagai keuntungan dan bagi hasil nasabah akan dialihkan untuk 
pembelian porsi hishah bank. Dalam penyesuaian biaya sewa 
(review ujrah) dalam PHSK di Bank Muamalat Kantor Cabang 
Semarang dilakukan per periode 2 tahun sekali. Penyesuaian harga 
sewa dilakukan karena terjadinya perubahan periode akad ijarah dan 
                                                          
8
Agisa Muttaqien, Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad 
Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus: 
Produk Pembiayaan Hunian Kongsi (PHSK)), (Depok: Universitas Indonesia, 
2012), h. 79. 
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terdapat indikasi kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan 
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
9
 
Keempat, skripsi Bayu Prasetyo. Skripsi ini berjudul 
“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah 
Bermasalah Pada Bank Mumalat Indonesia Berdasarkan Keputusan 
DSN No. 01/ DSN-MUI/X/2013”. Hasil penelitian ini adalah bahwa 
penerapan penyelesaian pembiayaan musyarakah mutanaqisah 
bermasalah yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan 
yang ada, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh 
bank agar lebih mengikuti aturan aturan yang ada yang telah 
dibuat.
10
 
Kelima, International Journal of Education and Social 
Science oleh Mahmood Abd Al Rahman dan Prof. Dr. Asmadi 
Mohamed Naim. Jurnal tersebut berjudul “The Practice of 
Musyarakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions”. Di 
dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa musyarakah mutanaqisah 
sangat sejalan dengan syari’ah, akan tetapi akad musyarakah 
mutanaqisah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup tinggi di 
dalam para ekonom. Model investasi ini harus lebih ditingkatkan 
                                                          
9
Rohmad, Analisis Pembiayaan Hunian Syari’ah Kongsi Dengan 
Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Fatwa DSN MUI 
Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus Di Bank Muamalat Kantor Cabang 
Semarang), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 87. 
10
Bayu Prasetyo, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah 
Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan 
Keputusan DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013, (Jakarta: Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, 2014), h. 90. 
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dalam praktek-praktek lembaga keuangan syari’ah. Walaupun 
mempunyai berbagai manfaat, akan tetapi banyak lembaga-lembaga 
keungan yang belum menggunakan akad ini. Maka dari itu 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa 
sekarang sudah saatnya bagi masyarakat muslim bahwa dalam 
keuangan kita harus bisa berdiri sendiri diatas sistem-sistem yang 
syari’ah dan beralih dari yang awalnya praktek-praktek yang 
konvensional  menuju ke praktek-praktek yang syari’ah, salah 
satunya yaitu melalui akad musyarakah mutanaqisah ini.
11
 
Keenam, Jurnal al-ahkam karya Ali Murtadho yang berjudul 
“Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”. 
Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa formulasi hybrid contract 
yang berupa musyarakah mutanaqisah dianggap lebih menenangkan 
dan lebih mematuhi syari’ah. Musyarakah mutanaqisah adalah 
kombinasi dari tiga akad yaitu musyarakah, ijarah dan bay’. 
Musyarakah mutanaqisah merupakan kontrak partnership antara 
kedua pihak dimana satu partner berangsur-angsur membeli 
keseluruhan bagian properti. Berbeda dengan bentuk-bentuk hybrid 
contract lainnya, musyarakah mutanaqisah dari sumber 
kemunculannya relatif lebih idealis. Bentuk akad seperti musyarakah 
mutanaqisah lebih mempresentasikan beberapa tujuan 
disyariatkannya akad secara syari’ah yakni yang menyangkut 
                                                          
11
Mahmood Abd Al Rahman Abushareah, The Practices of Musyarakah 
Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions, (Malaysia: University Utara 
Malaysia, 2015), vol.2. 
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keadilan dan kebersamaan meski belum memenuhi tujuan 
kemudahan dan kepraktisan.
12
 
Dari sejumlah skripsi dan jurnal di atas, dapat diketahui 
bahwa pembahasan tentang musyarakah mutanaqisah sudah banyak 
dilakukan, akan tetapi pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam 
terhadap implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang dan apa alasan Bank 
Muamalat Indonesia menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
untuk produk KPR belum ada yang membahas. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam metode penelitian ini di jelaskan mengenai cara, 
prosedur atau proses penelitian yang meliputi: 
1. Jenis penelitian. 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berupa 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu 
metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. 
Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami 
fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada 
gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. 
                                                          
12
Ali Murtadho, Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi 
Hybrid Contract, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), vol.23, 
nomor2. 
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Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 
yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif 
partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu 
tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan 
sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman 
umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. 
Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah 
fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu 
kita memahami masyarakat sosial.
13
 
Penelitian ini dilakukan langsung di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang dengan menitikberatkan pada 
implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi. Penelitian ini berupaya 
untuk memberikan pembuktian mengenai tinjauan hukum Islam 
terhadap implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada 
produk Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. 
2. Sumber Data 
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah 
subjek darimana data dapat diperoleh.
14
 Penelitian yang  
                                                          
13 
Evi Martha dan Sudarti Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif 
Untuk Bidang Kesehatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2-3. 
14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.107. 
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dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari  
penelitian kasus adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan secara 
intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 
lembaga atau gejala tertentu.
15
 Dengan demikian maka yang 
dijadikan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 
yaitu sumber data primerdan sumber data sekunder. 
1. Data primer. 
Data primer merupakan sumber data penelitian 
yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak 
melalui media perantara).
16
 Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan 
penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) 
secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat 
dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview 
(wawancara) dan metode observasi. Akan tetapi dalam 
penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu metode 
untuk mengumpulkan data primer ini, yaitu metode 
wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 
wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang meliputi Kepala 
Bagian Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang 
                                                          
15
SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
(Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), h. 120. 
16
Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnisuntuk Akuntansi dan 
Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.147. 
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Semarang, dan Marketing Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara.
17
 Pada umumnya, data sekunder ini sebagai 
penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder 
diperoleh melalui buku, majalah atau bulletin, internet dan 
sebagainya. Atau dengan kata lain, data sekunder ini berupa 
data dokumenter.
18
 Data sekunder dalam penelitian ini 
berupa dokumen-dokumen yang akan menjelaskan tentang 
akad musyarakah mutanaqisah yang menunjukkan data-
data KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak 
mengumpulkan data dengan seperangkat  instrumen  untuk 
mengatur  variabel,  tapi peneliti mencari  dan belajar dari 
subjek dalam penelitiannya, danmenyusun format untuk 
mencatat data ketika penelitian berjalan.
19
 Pelaksanaan 
                                                          
17
Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 
Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147. 
18
Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1998), h. 92. 
19
Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta 
Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
h.47. 
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pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara 
mendalam dengan orang-orang yang mempunyai 
keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-
dokumen dan/atau peninggalan yang ada, dan 
mengobservasi keberadaannya sekarang.
20 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Metode Wawancara 
Wawancara   penelitian  adalah  suatu  metode  
penelitian   yang meliputi pengumpulan data melalui 
interaksi verbal secara langsung antara pewawancara 
dan responden.
21
 Jenis wawancara dalam penelitian ini 
adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertatap 
muka secara langsung dengan responden atau sumber 
informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang 
telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara penelitian 
ini dilakukan terhadap pihak Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang. Pihak Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang yang penulis wawancara yaitu 
Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia 
                                                          
20
Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung:Angkasa, 
1993), h. 165. 
21
Consuelo G.Sevilla, An Introduction to Research Methods. 
terj.Alimuddin Tuwu “Pengantar Metode Penelitian”, (Jakarta:UI-Press,1993), 
h.205. 
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Cabang Semarang, dan Marketing Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. 
b. Metode Dokumentasi 
Metode Dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel  yang  berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
22
 
Dari metode ini diperoleh data sehubungan dengan 
penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti 
menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, 
yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang 
diteliti, terutama dokumen-dokumen di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. Dokumen-dokumen yang 
berhasil peneliti kumpulkan untuk menunjang 
kelancaran dalam penelitian ini berupa brosur-brosur 
tentang produk Pembiayaan KPR Muamalat iB, lembar 
proyeksi angsuran KPR Muamalat iB, proyeksi bagi 
hasil pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi, dan 
laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola pikir 
induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari 
fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, 
                                                          
22
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.206. 
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menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari 
fenomena yang ada dilapangan. Analisis data di dalam 
penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan 
penelitian dilapangan yang kemudian dibentuk ke dalam 
bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, 
kemudian dikembangkan dari data lapangan(induktif).
23
 
Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan 
fokus penelitian, baik yang diperoleh dari wawancara, dan 
analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis 
data-data yang penulis peroleh dari wawancara, dan  
dokumen-dokumen  yang  diperoleh  dari Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. 
 
F. Sistematika penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I merupakan Pendahuluan yang menggambarkan 
keseluruhan skripsi secara umum yang  mencakup latar belakang  
masalah, rumusan   masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 
telah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II merupakan uraian landasan teori, berisi tentang 
musyarakah mutanaqisah dalam perspektif hukum Islam. 
                                                          
23
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2006), h. 93. 
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Didalamnya dijelaskan tentang pengertian musyarakah 
mutanaqisah, dasar hukum musyarakah mutanaqisah, rukun dan 
syarat sah musyarakah mutanaqisah. 
Bab III merupakan hasil penelitian, berisi informasi 
mengenai praktek musyarakah mutanaqisah pada Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. Bab ini terdiri dari: profil Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang, alasan Bank Muamalat 
Indonesia menggunakan akad musyarakah mutanaqisah untuk 
produk KPR, gambaran tentang pembiayaan KPR Muamalat iB,dan 
praktek pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
Bab IV merupakan analisa hasil penelitian, berisi analisis 
praktek pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang, yang meliputi analisis 
praktek pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ musyarakah 
mutanqisah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dan 
analisis hukum Islam tentang praktek pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi/ musyarakah mutanaqisah pada Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. 
Bab terakhir yaitu Bab V berisi Penutup yang terdiri dari 
kesimpulan, saran-saran, dan penutup. 
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BAB II 
MUSYARAKAH MUTANAQISAH 
 
A. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah 
Secara bahasa musyarakah atau syirkah berarti al-ikhtilat 
atau penggabungan atau pencampuran. Menurut ulama fiqh, syirkah 
secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal 
usaha dan hasilnya yang bisa berupa keuntungan atau kerugian dibagi 
bersama.
24
 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang 
dilakukan.
25
 Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang 
bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (trading asset), 
kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikian 
(property), peralatan (equipment) atau intangible asset (seperti hak 
paten atau goodwill, kepercayaan/ reputasi (credit worthiness) dan 
barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
26
 Musyarakah 
                                                          
24Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2014), h. 96. 
25
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 
183. 
26
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 83. 
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(kemitraan) adalah dasar kedua dari konsep Profit and Loss Sharing 
(PLS) dalam perbankan Islam.
27
 
Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), 
musyarakah terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Musyarakah Permanen 
Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan 
ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan 
jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par. 04). 
Di dalam musyarakah permanen, bagian setiap mitra di tentukan 
sesuai akad dan jumlahnya tetap sampai berakhirnya masa 
akad.
28
 
b. Musyarakah Menurun/ Musyarakah Mutanaqisah 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 16 November 2008 
tentang Musyarakah Mutanaqisah, yang dimaksud dengan 
musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang 
kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) 
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak 
lainnya.
29
 
                                                          
27
 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi 
Bunga Bank Kaum Neo Revivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 88. 
28
 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK 
Syariah, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), h. 247. 
29
 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2012), h. 249. 
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Di dalam musyarakah menurun, bagian pemilik modal 
atau bank dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga 
bagian modal pemilik dana atau bank akan menurun dan pada 
akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik penuh usaha 
tersebut.
30
 
Pada musyarakah mutanaqisah, pengembalian pokok 
investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai dengan jadwal dan 
jumlah yang ditentukan bersama pada saat akad musyarakah 
dilakukan.
31
 Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa musyarakah mutanaqisah: 
a. Merupakan produk turunan musyarakah, yang merupakan 
bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
kepemilikan suatu barang. 
b. Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara 
bertahap akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan pihak 
lainnya bertambah. 
c. Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak 
terjadi melalui mekanisme pembayaran.
32
 
 
 
                                                          
30
 Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah 
Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 203. 
31
 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi 
Perbankan Syariah Teori Dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 
2014), h. 145. 
32
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2012), h. 250. 
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B. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah 
Dalam musyarakah mutanaqisah ini ada beberapa dasar 
hukum yang menjadi landasan implementasi akad musyarakah 
mutanaqisah ini. Dasar hukum dari musyarakah mutanaqisah ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Al-Qur’an 
1) QS. Shad ayat 24 
                          
                          
                                  
 “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 
kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka 
ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat”.33 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 
Diponegoro, 2010), h. 437. 
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2) QS. Al-Maidah ayat 1 
                           
                                 
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya”.34 
 
3) Hadist 
1) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah: 
 نع ,يميتلا نايح يبأ نع ,ناق ربزلا نب دمحم انث ,يصيصملا ناميلس نب دمحم انثدح
 ,وبحاص امىدحا نخي ملام نيكيرشلا ثلاث انأ :لوقي ىلاعت للها نإ ( :لاق وعفر ةريرى يبأ
 اذإف) امهنيب نم تجرخ وناخ.35  
“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua 
orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak 
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah 
berkhianat, Aku keluar dari mereka.”(HR. Abu Daud, yang 
dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah). 
 
 
                                                          
34
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 
Diponegoro, 2010), h. 106. 
35
Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, Sunan Abi Dawud, Juz III, 
(Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1996), h. 462. 
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2) Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 
امارح لحأ وأ لالاح مرح احلص لاإ ,زئاج نيملسملا نيب حلصلا36   
“Perdamaian diantara kaum muslimin itu boleh, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau 
menghalalkan sesuatu yang haram”.37 
 
4) Pendapat Ulama 
a. Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni juz 5 halaman 173: 
.هريغ كلم يرتشي ونلا زاج ونم وكيرش ةصح نيكيرشلا دحأ ىرتشا ناو38  
“Apabila salah satu dari yang bermitra (syarik) membeli 
porsi (bagian, hishah) dari syarik lainnya, maka hukumnya 
boleh, karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain.” 
 
b. Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365: 
 وكيرشلو ,زوجي لا يبنجلأ وتصح ءانبلاف نيكيرشلا دحأ عاب ولزاج  
“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) 
dalam kepemilikan suatu bangunan menjual porsi (hishshah) 
nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh, 
sedangkan jika menjual porsinya tersebut kepada syarik-nya, 
maka hukumnya boleh.”39 
 
                                                          
36
 Muhammad Abdurrohman, Tuhfatul Ahwadi, Juz IV, (Mesir: Darul Fikr, 
1283-1353), h. 584. 
37
Ibnu Qudamah, Al- Mughni,  Juz VI, Penerjemah: Misbah, (Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2009), h. 289-290. 
38
Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz V, (Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-
Ilmiyah, t.t ), h. 173. 
39
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 
(Semarang: Erlangga, 2014), h. 407. 
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c. Pendapat Wahbah Zuhaili tentang musyarakah mutanaqisah 
yaitu sebagai berikut: 
 دعو ىلع كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجلإاك اىدامتعلا ةعيرشلا يف ةعورشم ةكراشملا هذى
 .اهتميق ول ددس اذإ ةكرشلا يف وتصح ول عيبي ناب وكيرشل كنبلا نم 
 ثيح ،نانع ةكرش دعت اىدوجو ءانثأ يف يىو ,لاملا سأرب نافرطلا مىاسي
شلا وليمع كنبلا ضوفيو ر فرصملا عيبي ةكرشلا ءاهتنا دعبو .عورشملا ةرادإب كي
ةكرشلا دقعب ول ةلصلا ,لاقتسم ادقع دقعلا اذى رابتعاب ,ايئزجوأ ابلك كيرشلل وتصح.  
“Musyarakah Mutanaqisah ini dibenarkan dalam syari‟ah, 
karena sebagaimana Ijarah Muntahiya bi-al Tamlik 
bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah) nya, 
bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi 
kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar 
kepada Bank harga porsi Bank tersebut. 
Disaat berlangsung, Musyarakah Mutanaqisah tersebut 
dipandang sebagai Syirkah „Inan, karena kedua belah pihak 
menyerahkan kontribusi ra‟sul mal, dan Bank 
mendelegasikan kepada nasabah- mitranya untuk mengelola 
kegiatan usaha.Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh 
atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad 
penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait 
dengan akad Syirkah.”40 
 
d. Kamal Taufiq Muhammad Hathab dalam Jurnal Dirasat 
Iqtishadiyyah Islamiyyah, Muharram 1434 jilid 10, volume 2, 
halaman 48: 
                                                          
40
Wahbah Zuhaili, Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah, (Beirut 
Lebanon: Dar al-kotob al-Ilmiyah, t.t), 436-437. 
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ا نإ  ثيحو ىلع ةصح ءارش نع ربعت اهنوكل ,عويبلا سنج نم يى اهتعيبطب ةكراشمل
 وهف ,ةكرشلا نم جراختلا ءاكرشلا دحأ دارأ اذإ ونإف ,لوصلأا نم لصأ يف عاشملا
لما يتلا ةعئاشلا وتصح عيبيت يف نيرمتسملا ءاكرشلا يقاب ىلإ امإو ,ريغلل امإ اهك
ةكرشلا.  
“Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan 
jenis jual beli, karena musyarakah dianggap sebagai 
pembelian suatu porsi (hishah) secara musya‟ (tidak 
ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok, maka apabila 
salah satu mitra (syarik) ingin melepaskan haknya dari 
syirkah, maka ia menjual hishah yang dimilikinya itu, baik 
kepada pihak ketiga maupun kepada syarik lainnya yang 
tetap melanjutkan musyarakah tersebut.”41 
 
5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/ XI/ 2008 
Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/ 
DSN-MUI/XI/ 2008 ini ada beberapa ketentuan mengenai 
musyarakah mutanaqisah.
42
 Ketentuan- ketentuan dalam fatwa 
ini adalah sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan Umum 
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 
a. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah 
yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak 
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap 
oleh pihak lainnya. 
                                                          
41
Kamal Taufiq Muhammad Hathab, Dirasat Iqtisadiyyah Islamiyyah, 
Jilid 10, Vol.II, (Jurnal, Muharram 1434), h.48. 
42
M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan 
Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 404-412. 
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b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad 
syirkah (musyarakah). 
c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan 
musyarakah yang bersifat musya‟. 
d. Musya‟ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan 
musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat 
ditentukan batas-batasnya secara fisik. 
Kedua : Ketentuan Hukum 
Hukum musyarakah mutanaqisah adalah boleh. 
Ketiga : Ketentuan Akad 
a. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad 
Musyarakah/ Syirkah dan Bai‟ (jual beli).  
b. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku 
hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa 
DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya 
memiliki hak dan kewajiban diantaranya: 
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan 
kesepakatan pada saat akad. 
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan 
nisbah yang disepakati pada saat akad. 
c. Menanggung kerugian sesuai proporsi 
modal. 
c. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak 
pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji 
 
30 
 
untuk menjual seluruh hishah-nya secara 
bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, 
nasabah) wajib membelinya. 
d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 
dilaksanakan sesuai kesepakatan. 
e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh 
hishah LKS-sebagai syarik beralih kepada syarik 
lainnya (nasabah). 
Keempat : Ketentuan Khusus 
a. Aset musyarakah mutanaqisah dapat di 
ijarahkan kepada syarik atau pihak lain. 
b. Apabila aset musyarakah menjadi objek 
ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa 
aset tersebut dengan nilai ujrah yang 
disepakati. 
c. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah 
tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang 
telah disepakati dalam akad, sedangkan 
kerugian harus berdasarkan proporsi 
kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat 
mengikuti perubahan proporsi kepemilikan 
sesuai kesepakatan para syarik. 
d. Kadar/ ukuran bagian/ porsi kepemilikan aset 
musyarakah, syarik (LKS) yang berkurang 
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akibat pembayaran oleh syarik (nasabah) 
harus jelas dan disepakati dalam akad. 
e. Biaya perolehan aset musyarakah menjadi 
beban bersama sedangkan biaya peralihan 
kepemilikan menjadi beban pembeli. 
 
6) Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 
Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.
43
 
a) Definisi Produk 
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah adalah 
produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu 
syirkatul „inan yang porsi (hishah) modal salah satu syarik 
(Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan 
komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil „iwad 
mutanaqisah) kepada syarik yang lain (nasabah). 
b) Karakteristik Musyarakah Mutanaqisah 
Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad 
musyarakah sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 8/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku juga 
                                                          
43
Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 
01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah 
Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan. Diakses pada tanggal 25 Agustus 
2017.  
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pada Musyarakah Mutanaqisah. Sedangkan ciri-ciri khusus 
musyarakah mutanaqisah adalah sebagai berikut: 
(1) Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/ Lembaga 
Keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam 
bentuk hishah (portion) yang terbagi menjadi unit-unit 
hishah. Misalnya modal usaha syirkah dari bank sebesar 
80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah 
(modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). Apabila 
setiap unit hishah disepakati bernilai 1 juta rupiah, maka 
modal usaha syirkah adalah 100 unit hishshah. 
(2) Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishah 
tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku 
secara efektif. Sesuai dengan contoh huruf a, maka 
modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 
juta rupiah (100 unit hishshah). 
(3) Adanya wa‟ad (janji) 
Bank Syariah/ LKS berjanji untuk mengalihkan 
seluruh hishah nya secara komersial kepada nasabah 
dengan bertahap. 
(4) Adanya pengalihan unit hishah  
Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada 
Bank Syariah/ LKS, maka nilai yang jumlahnya sama 
dengan nilai unit hishah secara syari’ah dinyatakan 
sebagai pengalihan unit hishah bank syari’ah/ LKS 
secara komersial (naqlul hishah bil „iwadh), sedangkan 
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nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishah tersebut, 
dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank 
syari’ah/ LKS. 
c) Tujuan Produk 
Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah 
baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka 
memperoleh dan atau menambah modal usaha dan atau aset 
(barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Modal usaha yang 
dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai 
syari’ah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun 
tidak terbatas pada: 
(1) Properti (baru/ bekas) 
(2) Kendaraan bermotor (baru/ bekas) 
(3) Barang lainnya yang sesuai syariah (baru/ bekas) 
d) Obyek Pembiayaan 
Obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial 
yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai 
dengan syari’ah antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil dan 
sewa menyewa. 
e) Prinsip dan Ketentuan 
Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah 
akad musyarakah mutanaqisah. Syirkah dalam akad 
musyarakah mutanaqisah adalah syirkah al-„inan. Syirkah 
al-„inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap 
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 
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berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam 
keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan 
tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam hal dana 
maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik, 
sesuai dengan kesepakatan mereka.
44
 Kegiatan penyaluran 
dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah 
mutanaqisah berlaku persyaratan paling kurang sebagai 
berikut: 
(1) Berlaku ketentuan hukum/ prinsip syari’ah sebagaimana 
yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 
(2) Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan 
secara jelas dalam akad. 
(3) Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi 
modal (hishah) bank syari’ah/ LKS beralih kepada 
nasabah. 
(4) Pendapatan musyarakah mutanaqisah berupa bagi hasil 
dapat berasal dari: 
1. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip jual beli; 
2. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan 
musyarakah atau mudharabah; 
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3. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
ijarah. 
(5) Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan 
proporsi kepemilikan modal. 
(6) Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah 
mutanaqisah dapat didasarkan pada pendapatan masa 
depan (future income) dari kegiatan musyarakah 
mutanaqisah, pendapatan proyeksi (projected income) 
yang didasarkan kepada pendapatan historis (historical 
income) dari kegiatan musyarakah mutanaqisah atau 
dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat 
menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan 
proyeksi keuntungan. 
(7) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah 
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka 
obyek yang dibiayai dengan akad musyarakah 
mutanaqisah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah 
selaku penggunaan atau pihak lain dengan membayar 
ujrah yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan 
obyek musyarakah mutanaqisah, maka nasabah adalah 
pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut 
(intifa‟ bil ma‟jur) dan karenanya harus membayar ujrah. 
(8) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah 
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan obyek 
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ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat 
akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi 
dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan 
dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun 
kuantitasnya (ma‟luman mawshufan mundhabithan 
munafiyan lil jahalah) dalam akad sehingga tidak 
menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan perselisihan 
(niza‟). 
(9) Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqisah 
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek 
pembiayaan musyarakah mutanaqisah boleh diatas 
namakan nasabah secara langsung atas persetujuan bank 
syari’ah/LKS. 
(10) Nasabah boleh melakukan pengalihan hishshah bank 
syari’ah/ LKS sesuai dengan jangka waktu yang 
disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas 
persetujuan bank syari’ah/ LKS. 
f) Ketentuan Khusus Indent 
Khusus untuk kegiatan usaha musyarakah 
mutanaqisah yang menggunakan prinsip sewa menyewa 
(ijarah) dimana obyek yang dibiayai masih dalam proses 
pembuatan (indent) berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a) Obyek Musyarakah Mutanaqisah 
Yang dimaksud dengan ketersediaan obyek harus 
disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas 
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maupun kualitas (ma‟luman mawshufan mundhabithan 
munafiyan lil jahalah) sebagaimana angka 5 huruf h 
adalah: 
1. Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan 
musyarakah mutanaqisah harus ditentukan secara 
jelas. 
2. Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati 
secara jelas. 
3. Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas paling 
tidak: 
1. Sebagian besar obyek musyarakah mutanaqisah 
dalam bentuk bangunan/ fisik sudah ada pada saat 
akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan 
obyek musyarakah mutanaqisah dilakukan pada 
masa yang akan datang sesuai kesepakatan. 
2. Kepastian keberadaan obyek musyarakah 
mutanaqisah harus sudah jelas dan telah menjadi 
milik developer/ supllier serta bebas sengketa. 
b) Pengakuan Pendapatan Musyarakah Mutanaqisah 
Dalam hal sumber pendapatan musyarakah 
mutanaqisah berasal dari ujrah sebagaimana dimaksud 
pada angka 5 huruf d butir 3 yang obyek musyarakah 
mutanaqisah belum tersedia seluruhnya, maka bank 
syari’ah/ LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah 
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dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan 
sudah ada pada saat akad dan bebas sengketa. 
g) Ketentuan Lain 
1) Denda dan Ganti Rugi 
1) Bank Syari’ah/ LKS diperkenankan untuk 
mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang 
menunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi dapat 
berupa: 
1. Denda keterlambatan (ta‟zir) yang akan diakui 
sebagai dana kebajikan. 
2. Ganti kerugian (ta‟widh) yang terdiri atas biaya 
penagihan dan biaya eksekusi barang. 
 
2) Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang 
berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah 
dana atau presentase yang dihitung berdasarkan 
biaya historis nyata (real historical cost) dengan 
mengacu kepada substansi fatwa DSN Nomor 
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi 
(ta‟widh). 
2) Pelunasan Dipercepat 
1. Dalam hal terjadi percepatan pengalihan hishah, 
maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa 
total kewajiban musyarakah mutanaqisah yang 
meliputi: 
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1. Sisa hishah bank syari’ah/ LKS (outstanding 
pokok) yang belum diambil alih oleh nasabah. 
2. Sisa pendapatan yang belum diselesaiakan oleh 
nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam akad. 
3. Bank Syariah/ LKS boleh melakukan discount 
(tanazulul haqq) dalam hal terjadi kondisi 
sebagaimana dalam huruf c butir ii.  
3) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
1) Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para 
pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara 
penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan 
syarat baru (reconditioning), maupun penggunaan 
struktur baru (restructuring). 
2) Bank Syariah/ LKS dapat melakukan penyelesaian 
(settlement) pembiayaan musyarakah mutanaqisah 
bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau 
melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
1). Aset musyarakah mutanaqisah atau jaminan 
lainnya dijual oleh nasabah melalui bank 
syari’ah/ LKS dengan harga yang disepakati; 
2). Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada 
bank syari’ah/ LKS dari hasil penjualan; 
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3). Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka 
bank syari’ah/ LKS mengembalikan sisanya 
kepada nasabah; 
4). Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa 
utang, maka sisa utang tetap menjadi utang 
nasabah; 
5). Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa 
utangnya, maka bank syari’ah/ LKS dapat 
membebaskannya berdasarkan kebijakan bank 
syari’ah/ LKS. 
 
7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/ PBI/ 2016 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 
Tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio 
Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka 
untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dalam 
peraturan ini diatur mengenai pembiayaan properti dimana salah 
satu akadnya yaitu akad musyarakah mutanaqisah. Maka dari itu 
dalam penelitian ini, peneliti perlu menyebutkan tentang 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016, khususnya 
pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut 
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bunyi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 yang 
mengatur tentang Pembiayaan Properti:
45
 
Dalam ketentuan umum Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Akad 
musyarakah mutanaqisah yang selanjutnya disebut Akad MMQ 
adalah pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) 
atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.  
Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa Rasio Financing To 
Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio 
antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap 
nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan 
berdasarkan hasil penilaian terkini. 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib 
melakukan perhitungan pembiayaan dan nilai agunan dalam 
perhitungan Rasio FTV untuk PP dengan ketentuan: 
1) Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang 
digunakan. Untuk pembiayaan berdasarkan akad MMQ 
ditetapkan berdasarkan penyertaan bank dalam rangka 
kepemilikan properti sebagaimana tercantum dalam akad 
pembiayaan. 
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2) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang 
dilakukan penilai intern Bank Umum Syariah atau Unit 
Usaha Syariah, atau penilai independen terhadap Properti 
yang menjadi agunan. 
Tata cara penilaian agunan adalah sebagai berikut: 
1) Untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafond sampai 
dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maka nilai 
agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai 
intern Bank atau penilai independen. 
2) Untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafond diatas Rp 
5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan 
didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai 
independen. 
Syarat-syarat bank yang harus dipenuhi dalam ketentuan 
penentuan Rasio Financing To Value sebagaimana yang 
disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 
16/ PBI/ 2016 yaitu: 
a. Rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara 
bersih (net) kurang dari 5% (lima persen). 
b. Rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (gross) 
kurang dari 5% (lima persen). 
Bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
18/ 16/ PBI/ 2016 tersebut diatas, maka ketentuan Rasio 
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Financing To Value yang dilakukan berdasarkan akad MMQ 
adalah sebagai berikut: 
1) Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
pertama ditetapkan sebagai berikut: 
1. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan di atas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 90% 
(sembilan puluh persen). 
2. PP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 90% (sembilan 
puluh persen). 
3. PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
persegi) paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh 
persen). 
2) Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
kedua ditetapkan sebagai berikut: 
a. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan di atas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 85% 
(delapan puluh lima persen). 
b. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22 m2 (dua 
puluh dua meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 90% (sembilan 
puluh persen). 
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c. PP Rusun dengan luas bangunan di atas 70 m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 85% (delapan 
puluh lima persen). 
d. PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
persegi) paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima 
persen). 
e. PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21 m2 
(dua puluh satu meter persegi) paling tinggi sebesar 85% 
(delapan puluh lima persen). 
f. PP Ruko atau PP Rukan paling tinggi sebesar 85% 
(delapan puluh lima persen). 
3) Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
ketiga ditetapkan sebagai berikut: 
a. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan di atas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 
b. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22 m2 (dua 
puluh dua meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 85% (delapan 
puluh lima persen). 
c. PP Rusun dengan luas bangunan di atas 70 m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 80% (delapan 
puluh persen). 
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d. PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
persegi) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh 
persen). 
e. PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21 m2 
(dua puluh satu meter persegi) paling tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 
f. PP Ruko atau PP Rukan paling tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 
Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016, maka Bank wajib memenuhi 
ketentuan Rasio FTV untuk PP dengan akad MMQ sebagai 
berikut: 
a. Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
pertama ditetapkan sebagai berikut: 
1) PP Rumah Tapak dengan luas bangunan diatas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 85% 
(delapan puluh lima persen). 
2) PP Rusun dengan luas bangunan diatas 70% m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 85% (delapan 
puluh lima persen). 
3) PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
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persegi) paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh 
persen). 
b. Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
kedua ditetapkan sebagai berikut: 
1) PP Rumah Tapak dengan luas bangunan di atas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen). 
2) PP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22 m2 (dua 
puluh dua meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 80% (delapan 
puluh persen). 
3) PP Rusun dengan luas bangunan diatas 70 m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen). 
4) PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
persegi) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh 
persen). 
5) PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21 m2 
(dua puluh satu meter persegi) paling tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 
6) PP Ruko atau PP Rukan paling tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 
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c. Rasio FTV untuk PP berdasarkan akad MMQ untuk fasilitas 
ketiga ditetapkan sebagai berikut: 
1) PP Rumah Tapak dengan luas bangunan diatas 70 m2 
(tujuh puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 65% 
(enam puluh lima persen). 
2) PP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22 m2 (dua 
puluh dua meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 70% (tujuh 
puluh persen). 
3) PP Rusun dengan luas bangunan diatas 70 m2 (tujuh 
puluh meter persegi) paling tinggi sebesar 65% (enam 
puluh lima persen). 
4) PP Rusun dengan luas bangunan 22 m2 (dua puluh dua 
meter persegi) sampai dengan 70 m
2
 (tujuh puluh meter 
persegi) paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluj persen). 
5) PP Ruko atau PP Rukan paling tinggi sebesar 70% (tujuh 
puluh persen). 
 
C. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah 
Tidak berbeda dengan akad-akad yang lainnya, akad 
musyarakah mutanaqisah juga memiliki rukun dan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Semua rukun dan ketentuan 
yang ada di dalam akad musyarakah sebagaimana Fatwa DSN MUI 
Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku juga 
pada musyarakah mutanaqisah. Menurut T.M Hasbi Ash-Shaddiqy 
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ada empat komponen dalam suatu akad yaitu al-„aqidain, mahall al-
„aqd, maudhu‟ al-„aqd, sighat al-„aqd. Keempat komponen tersebut 
merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad.
46
 
1) Al-„aqidain 
Al-„aqidain atau subjek akad adalah para pihak yang 
melakukan akad. Pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu yaitu 
berupa akad, maka dari sudut hukum adalah sebagai subjek 
hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum adalah 
mereka yang sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. 
Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang terlibat 
dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta 
berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait 
dengan ketentuan syar’i transaksi musyarakah. Berdasarkan 
fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra 
harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak 
untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. 
Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang 
kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing 
dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas 
musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kendati 
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demikian seorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana 
untuk kepentingannya sendiri.
47
 
2) Mahall al-„aqd 
Mahall al-„aqd atau objek akad adalah ssesuatu yang 
dijadikan objek dari suatu akad dan dikenakan padanya akibat 
hukum yang ditimbulkan. Syarat yang harus dipenuhi dalam 
mahall al-„aqd yaitu sebagai berikut: 
1) Objek akad telah ada saat akad dilangsungkan  
2) Objek akad dibenarkan oleh syari’ah. Benda-benda yang 
menjadi objek akad harus memiliki nilai dan manfaat bagi 
manusia. 
3) Objek akad harus jelas dan diketahui oleh „aqid. Hal ini 
bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para 
pihak yang dapat menimbulkan sengketa. 
4) Objek akad dapat diserahterimakan, maksudnya bahwa objek 
akad dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada waktu 
yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan akad. 
Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 
dalam akad musyarakah, objek akad musyarakah meliputi tiga 
aspek yaitu:
48
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a) Modal 
1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset 
perdagangan seperti barang-barang, properti dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih 
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. 
3. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 
b) Kerja 
1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi 
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya. 
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 
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c) Keuntungan dan kerugian 
1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada 
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi 
seorang mitra. 
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu 
diberikan kepadanya. 
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
5. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 
3) Maudhu‟ al-„aqd 
Maudhu‟ al-„aqd merupakan tujuan atau motif dari akad 
yang dilakukan. Terdapat beberapa syarat agar tujuan dari sebuah 
akad itu dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu: 
a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
b) Tujuan harus berlangsung selama dimulainya akad sampai 
pada saat akad tersebut berakhir. 
c) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara’. 
 
 
52 
 
4) Sighat al-„aqd 
Sighat al-„aqd atau ijab dan kabul merupakan suatu 
ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad 
berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau 
penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu. Sementara kabul adalah suatu 
pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang 
dilakukan oleh pihak pertama.  
Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus 
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka 
dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan 
penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis 
melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang 
lazim dalam suatu masyarakat bisnis.
49
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Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi 
Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 139. 
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BAB III 
IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH 
PADA PRODUK PEMBIAYAAN KPR MUAMALAT IB KONGSI 
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG 
 
A. GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA 
CABANG SEMARANG 
1. Profil Bank Muamalat Indonesia 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat 
Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syari’ah 
pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank 
Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan 
pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 
Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 
Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan 
mengeluarkan produk-produk keuangan syari’ah seperti Asuransi 
Syari’ah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan 
Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syari’ah (Al-
Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di 
Indonesia. Selain itu produk bank yaitu Share-e yang diluncurkan 
pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di 
Indonesia. Produk Share-e Gold Debit Visa yang diluncurkan 
pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah 
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dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-
channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash 
management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir 
produk syari’ah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah 
penting di industri perbankan  syari’ah.  
Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia 
mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai 
perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 
Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan merupakan 
lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan 
Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut 
semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta 
industri perbankan Indonesia. 
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank 
semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan 
kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank 
mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 
Lumpur Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta 
satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. 
Hingga saat ini bank telah memiliki 363 kantor layanan termasuk 
satu kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung 
oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM 
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Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 
Mobil Kas Keliling (mobile branch) serta lebih dari 11.000 
jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment 
(MEPS). 
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank 
Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank 
untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagi 
Bank Syari’ah Islami, modern, dan profesional. Bank terus 
mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik 
secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini Bank 
beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan 
layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang 
memberikan layanan pembiayaan syari’ah, DPLK Muamalat 
yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan, dan Baittul Mal Muamalat yang 
memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan 
Sedekah (ZIS).  
Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia 
bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan 
meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang 
terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan 
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visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in 
Indonesia with Strong Regional Presence”.50 
Perjalanan Bank Muamalat Indonesia selama hampir 
diseperempat abad di tahun 2016 memasuki tahap pembangunan 
budaya perusahaan dan infrastruktur Bank. Keduanya merupakan 
landasan yang harus diutamakan agar kedepannya Bank 
Muamalat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dan dapat 
mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagi inti dari 
pertumbuhan bank, transformasi keduanya merupakan langkah 
strategis yang tepat untuk memantapkan langkah menjadi bank 
syari’ah terbaik dan 10 bank terbesar di Indonesia dengan 
kehadiran regional yang kuat. Dengan bermodalkan komitmen 
kuat, Bank Muamalat Indonesia optimis untuk mewujudkan visi 
2017 dimana Bank Muamalat Indonesia akan memfokuskan 
kegiatan usahanya pada sektor ritel.
51
 
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 
a. Visi Bank Muamalat Indonesia 
“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with 
Strong Regional Presence” 
 
 
                                                          
50Profil Bank Muamalat dalam www.bankmuamalat.co.id. Diakses 
pada tanggal 07 September 2017. 
51
Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2016, (Jakarta: Bank 
Muamalat Indonesia, 2016), h. 3. 
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b. Misi Bank Muamalat Indonesia 
Membangun lembaga keuangan syari’ah yang unggul 
dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat 
kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan 
sumber daya manusia yang islami dan profesional serta 
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai 
kepada seluruh pemangku kepentingan.
52
 
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
52
Visi Misi Bank Muamalat Indonesia dalam www.bankmuamalat.co.id. 
Diakses pada tanggal 07 September 2017. 
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4. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia 
a. Tabungan  
1). Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh 
Sebagai bank umum syari’ah pertama di 
Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu 
mendapat kepercayaan dari Kementrian Agama menjadi 
salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggara Ibadah haji). Karenanya profesionalitas 
Bank Muamalat dalam mengantarkan nasabah-
nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan 
umroh tentu tak perlu diragukan lagi. 
2). Tabungan iB Muamalat 
Untuk Tabungan iB Muamalat terdapat dua kartu 
yaitu: 
a). Kartu Reguler 
Kartu Reguler untuk keleluasaan transaksi di 
ATM di dalam negeri dan di Malaysia melalui 
jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Prima, ATM 
Bersama dan MEPS Malaysia serta transaksi 
pembayaran belanja di jaringan Prima Debit. 
b). Kartu GOLD 
Kartu GOLD untuk keleluasaan transaksi di 
seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank 
Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama, MEPS dan 
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ATM Plus/Visa serta pembayaran belanja di jaringan 
Visa. 
3). Tabungan iB Muamalat Dollar 
Tabungan syari’ah dalam denominasi valuta 
asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) 
yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan 
investasi yang lebih beragam, khususnya yang 
melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini 
diperuntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas dan 
Institusi yang memiliki legalitas badan.Fitur Unggulan:  
a) Gratis biaya administrasi untuk Tabungan Muamalat 
USD dengan saldo rata-rata > USD 1000  
b) Gratis biaya penutupan rekening 
c) Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di 
seluruh jaringan kantor Bank Muamalat 
d) Dapat bertransaksi di jaringan Cabang Devisa Bank 
Muamalat di seluruh Indonesia 
e) Dapat bertransaksi pada jaringan kantor Bank 
Muamalat di Malaysia dan Batam 
4). Tabunganku 
Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan 
dengan persyaratan mudah dan ringan. 
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5). Tabungan iB Muamalat Rencana 
Rencana dan impian di masa depan memerlukan 
keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat 
ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, 
perjalanan ibadah/ wisata, uang muka rumah/ kendaraan, 
berkurban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/ pajak 
kendaraan, persiapan pensiun/ hari tua, serta rencana atau 
impian lainnya.  
Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi 
perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan 
rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik 
sesuai prinsip syari’ah. 
6). Tabungan iB Muamalat Prima 
Tabungan iB Muamalat Prima dipersembahkan 
bagi Anda yang mendambakan hasil maksimal dan 
kebebasan bertransaksi. 
7). Tabungan iB Muamalat Sahabat 
Dengan Tabungan iB Muamalat Sahabat nasabah 
akan dapat menikmati kemudahan dan keuntungan. Salah 
satu keuntungan yang diberikan oleh Bank Muamalat 
kepada nasabah adalah nasabah bisa mendesain sendiri 
kartu ATM sesuai dengan identitas almamater, 
komunitas, atau perusahaan nasabah. 
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8). Tabungan iB Muamalat Simpel 
Tabungan Simpanan pelajar (SimPel) iB adalah 
tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan 
sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong 
budaya menabung sejak dini. 
b. Giro 
1) Giro iB Muamalat Attijary 
Produk giro berbasis akad wadiah yang 
memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam 
bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi 
kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang 
didukung oleh fasilitas Cash Management. 
Penegasan perubahan ketentuan dan persyaratan 
giro PT Bank Muamalat yaitu sebagai berikut: 
a) Umum 
Nasabah harus menginformasikan dan meminta 
kepada Bank untuk melakukan pemblokiran 
pembayaran Bilyet Giro (cek dan/ atau bilyet 
giro) yang hilang, dicuri, atau rusak. 
b) Penyetoran, penarikan dan pengembalian dana 
(1) Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek 
dan/ atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/ 
atau bilyet giro yang diperoleh dari bank. 
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(2) Batas nominal transaksi kliring dengan 
menggunakan warkat disesuaikan dengan 
Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 
Berdasarkan PBI Nomor 18/41/PBI/2016 dan SE 
BI Nomor 18/32/DASP tentang Bilyet Giro, 
efektif tanggal 01 April 2017 batas maksimal cek 
dan bilyet giro yang dapat dikliringkan adalah 
Rp 500 juta. 
(3) Pihak yang menunjukkan bilyet giro (cek dan/ 
atau bilyet giro) merupakan penerima atau pihak 
yang memperoleh kuasa dari penerima atau 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
(4) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup 
pada rekening giro atau rekening khusus paling 
kurang sebesar nilai nominal cek dan/ atau bilyet 
giro yang masih beredar. Bilyet Giro (cek dan/ 
atau bilyet giro) yang telah jatuh tempo atau cek 
yang diajukan kepada Bank apabila dananya 
tidak cukup tersedia akan ditolak oleh Bank dan 
diberlakukan sebagai cek dan/ atau bilyet giro 
kosong. 
(5) Nasabah bersedia dan tidak keberatan rekening 
giro nya ditutup dan nasabah akan dikenakan 
sanksi, pembekuan hak penggunaan cek dan/ 
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atau bilyet giro dan/ atau dicantumkan 
identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional 
(DHN) jika melakukan penarikan cek dan/ atau 
bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN 
sesuai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
atau karena identitasnya telah dicantumkan 
dalam DHN oleh bank lain. 
(6) Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan 
yang mengatur mengenai cek dan/ atau bilyet 
giro antara lain mengenai penandatanganan cek 
dan/ atau bilyet giro, pelunasan bea materai, serta 
ketentuan lain yang mengatur mengenai 
penarikan cek dan/ atau bilyet giro.  
c) Penundaan transaksi dan penutupan giro 
(1) Nasabah wajib melaporkan pemenuhan 
kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/ atau 
bilyet giro kosong yang pemenuhannya 
dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kerja 
setelah tanggal penolakan. 
(2) Rekening giro nasabah akan ditutup oleh bank 
apabila yang bersangkutan melakukan penarikan 
cek dan/ atau bilyet giro kosong lagi dalam masa 
pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain 
 
64 
 
yang telah diperjanjikan dalam pembukaan 
rekening giro. 
(3) Dalam hal nasabah menutup giro atas permintaan 
sendiri, atau hak penggunaan cek dan/ atau bilyet 
giro nasabah dibekukan, atau identitas nasabah 
dicantumkan dalam DHN atau nasabah yang 
belum diselesaikan harus dipenuhi terlebih 
dahulu dengan tetap mengacu pada ketentuan 
yang berlaku pada bank. 
(a) Nasabah wajib mengembalikan seluruh buku, 
lembaran cek dan bilyet giro yang belum 
diterbitkan oleh nasabah serta kartu ATM 
kepada bank. 
(b) Nasabah wajib menyediakan dana atas 
seluruh cek dan/ atau bilyet giro yang telah 
diterbitkan nasabah namun belum dicairkan 
kepada bank. 
(4) Nasabah membebaskan bank tertarik dari segala 
tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum 
yang timbul akibat penolakan cek dan/ atau 
bilyet giro kosong yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan giro ini. 
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d) Pernyataan dan kuasa 
Bank dapat mengubah syarat dan/ atau 
ketentuan giro yang tercantum dalam ketentuan dan 
persyaratan giro ini yang sudah ditandatangani oleh 
bank dan nasabah dengan menyampaikan 
pemberitahuan kepada nasabah dalam waktu 30 hari 
kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan. 
Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui 
counter bank atau media lain yang dianggap 
memadai oleh bank. 
e) Khusus untuk rekening giro gabungan 
Seluruh nasabah rekening giro gabungan 
wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang 
menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan 
atas cek dan/ atau bilyet giro. Pemegang hak tanda 
tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih 
pihak yang membuka rekening giro gabungan.  
2) Giro iB Muamalat Ultima 
Ketentuan iB Muamalat Ultima sama dengan 
ketentuan yang ada dalam Giro iB Muamalat Attijary. 
c. Deposito 
Deposito Mudharabah iB Muamalat merupakan 
deposito syari’ah dalam mata uang rupiah dan US Dollar 
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yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal 
bagi nasabah. 
d. Kartu Shar-E Debit 
1) Kartu Shar-E Debit Gold 
Kartu Share-E Debit Gold adalah kartu debit 
yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di 
ATM dan di toko/ merchant dalam dan luar negeri. Di 
dalam begeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat digunakan 
untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bank 
Muamalat dan ATM Bersama, di luar negeri Kartu Shar-
E Debit Gold dapat digunakan untuk melakukan 
penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM 
Bank yang berlogo Plus.  
Kartu Shar-E Debit Gold juga dapat digunakan 
untuk melakukan transaksi pembayaran belanja di toko/ 
merchant yang berlogo VISA, baik di dalam dan luar 
negeri. 
2) Kartu Shar-E Debit Reguler 
Kartu Shar-E Debit Reguler adalah kartu debit 
yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di 
ATM dan toko/ merchant di dalam negeri. Kartu Shar-E 
Debit Reguler dapat digunakan untuk melakukan 
berbagai transaksi di ATM Bank Muamalat dan ATM 
Bersama. Selain itu transaksi pembayaran belanja dapat 
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dilakukan diseluruh toko/ merchant yang berlogo Prima 
di dalam negeri.  
3) Kartu Shar-E Debit Arsenal 
Kartu Shar-E Debit Arsenal adalah salah satu 
variant kartu debit yang ditunjukan bagi para pecinta 
klub Arsenal FC. MelaluiKartu Shar-E Debit Arsenal, 
nasabah dapat mendukung tim kesayangan mereka yang 
berkesempatan mendapatkan berbagai macam 
keuntungan berupa merchandise Arsenal FC ataupun 
menonton langsung Arsenal FC. 
Di dalam negeri Kartu Shar-E Debit Arsenal 
dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di 
ATM Bank Muamalat dan di jaringan ATM Bersama. 
Kartu Shar-E Debit Arsenal juga dapat 
digunakan di luar negeri untuk melakukan penarikan 
tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang 
berlogo Plus/ VISA. 
Kartu Shar-E Debit Arsenal juga dapat untuk 
melakukan transaksi pembayaran belanja di 
toko/merchant yang berlogo VISA, baik di dalam dan 
luar negeri. 
e. Pembiayaan 
1) Pembiayaan KPR Muamalat iB 
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KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan 
yang akan membantu anda untuk memiliki rumah 
tinggal, rumah susun, apartemen, dan condotel termasuk 
renovasi dan pembangunan, serta pengalihan (take over) 
KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad 
murabahah (jual beli) atau musyarakah mutanaqisah 
(kerjasama sewa). 
2) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun 
Pembiayaan iB Muamalat Pensiun merupakan 
produk pembiayaan yang membantu anda untuk 
memenuhi kebutuhan dihari tua dengan sederet 
keuntungan dan memenuhi prinsip syari’ah yang 
menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk 
kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian 
kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak 
dan umroh. Termasuk take over pembiayaan pensiun dari 
bank lain. Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual beli) 
atau ijarah multijasa.  
3) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna 
Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan 
produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk 
memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti 
bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan 
sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan 
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perlengkapan rumah. Terdapat dua pilihan akad yang 
bisa digunakan dalam produk ini yaitu akad mudharabah 
(jual beli) atau Ijarah Multijasa (sewa jasa).  
a) Dapat diajukan oleh pasangan suami isteri dengan 
sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara 
bersama (joint income). 
b) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa 
c) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan 
Muamalat.
53
 
 
B. GAMBARAN UMUM PRODUK PEMBIAYAAN KPR 
MUAMALAT IB DI BANK MUAMALAT INDONESIA 
CABANG SEMARANG 
1. Produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang 
Terdapat berbagai macam jenis pembiayaan yang ada di 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Salah satu jenis 
produk pembiayaan konsumsi yang ada di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang tersebut adalah KPR Muamalat iB.  
Produk KPR Muamalat iB yang ada di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang menawarkan dua jenis pilihan 
model transaksi yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian yang dilaksanakan 
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Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia dalam 
www.bankmuamalat.co.id. Diakses pada tanggal 07 September 2017. 
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dengan akad murabahah, dan bisa juga dengan skim pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi dengan menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah. Kedua alternatif yang ditawarkan 
tersebut, baik pembelian maupun secara kongsi, keduanya bisa 
diterapkan untuk kepemilikan properti baru maupun bekas, 
renovasi maupun take over dari bank lain.  
Pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian dengan 
menggunakan akad murabahah tentu saja berbeda dengan 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan menggunakan 
akad musyarakah mutanaqisah. Pembiayaan KPR Muamalat iB 
menggunakan akad murabahah merupakan alternatif yang bisa 
dipilih nasabah apabila nasabah menginginkan membeli suatu 
aset tertentu, maka nasabah bisa datang ke Bank Muamalat 
Indonesia dan melakukan akad murabahah dengan bank. 
Kemudian bank akan membeli aset yang diminta oleh nasabah, 
untuk selanjutnya bank akan menjual aset tersebut kepada 
nasabah dengan ditambah margin keuntungan yang telah 
disepakati oleh nasabah dan bank.
54
 
Berbeda dengan akad murabahah, dalam KPR Muamalat 
iB Kongsi dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
ini nasabah dan bank berkontribusi dana untuk membeli sebuah 
aset. Karena dana yang digunakan untuk membeli sebuah aset 
tersebut merupakan dana gabungan dari nasabah dan bank, maka 
                                                          
54Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2017. 
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mengenai kepemilikan dari aset tersebut juga dimiliki oleh kedua 
belah pihak yaitu nasabah dan bank. Kemudian nasabah akan 
mengangsur porsi kepemilikan bank sampai pada akhirnya aset 
tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selama proses 
tersebut berjalan, bank dapat menyewakan aset yang menjadi 
porsi bank kepada nasabah.
55
 
Semakin lama pembiayaan KPR semakin berkembang, 
secara otomatis dari waktu ke waktu nasabah dalam pembiayaan 
KPR juga semakin bertambah. Untuk di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang yang menggunakan dua skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB semakin lama semakin bertambah 
jumlah nasabah dalam pembiayaan tersebut. Untuk saat ini 
jumlah nasabah dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian 
dengan akad murabahah lebih besar dari pada jumlah nasabah 
yang memilih skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan akad musyarakah mutanaqisah, karena memang untuk 
saat ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sedang 
melakukan promo untuk pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian, sehingga minat nasabah cenderung memilih skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian. Akan tetapi pada 
periode sebelumnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
memberikan promo untuk pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
sehingga saat itu jumlah nasabah yang mengambil skim 
                                                          
55Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2017. 
 
72 
 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan akad musyarakah 
mutanaqisah jauh lebih besar dibanding dengan jumlah nasabah 
pada skim pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian dengan 
akad murabahah. Jadi mengenai naik turunnya jumlah nasabah 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB dipengaruhi oleh program-
program yang ada dalam setiap produk pembiayaan, karena 
disetiap produk baik produk pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian maupun KPR Muamalat iB Kongsi mempunyai 
program sendiri-sendiri. Di awal tahun 2018 ini prosentase 
nasabah yang menggunakan skim musyarakah sebesar 28% dari 
total seluruh akad di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang.  
Berikut beberapa alasan yang bisa dijadikan 
pertimbangan nasabah untuk memilih skim pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi dengan menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah: 
a. Akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad yang 
mempunyai banyak keunggulan. Salah satu keunggulan dari 
akad musyarakah mutanaqisah adalah harga yang bersaing, 
mengingat ujrah yang bisa ditinjau setiap saat. Peninjauan 
tersebut berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. 
Review ujrah dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang tersebut bisa dilakukan setiap 2 atau 3 tahun 
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sekali, tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. 
Alasan dilakukannya review ujrah tersebut adalah karena 
apabila tidak dilakukan review maka dikhawatirkan akan 
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka dari itu 
sangat diperlukan adanya review ujrah dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB. Selama besarnya sewa yang harus 
dibayar dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi belum 
ada review maka besarnya sewa tersebut akan tetap sama. 
Dari adanya review ujrah dalam pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi ini maka akan ada tiga kemungkinan yang akan 
terjadi. Pertama, setelah dilakukan review maka bisa jadi 
besarnya sewa lebih tinggi dari sewa pada tahun sebelumnya. 
Kedua, setelah dilakukan review maka besarnya sewa 
kemungkinan turun juga bisa. Dan kemungkinan yang ketiga, 
besarnya sewa akan tetap sama sekalipun telah dilakukan 
review. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan pada sewa, 
maka bank akan memberitahukan kepada nasabah melalui 
surat pemberitahuan. Akan tetapi apabila setelah di review 
besar sewa yang harus dibayar nasabah itu tetap maka tidak 
ada surat pemberitahuan dari bank. 
b. Selain harga yang bisa bersaing, uang muka dalam akad ini 
juga lebih rendah yaitu sebesar 10%. Sementara jika 
menggunakan akad murabahah uang muka nya bisa 
mencapai 20%. Besarnya uang muka tersebut baik dalam 
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pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi maupun pembiayaan 
KPR Muamalat iB Pembelian berubah-ubah sesuai dengan 
program yang dibuat oleh pihak Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang. 
c. Penggunaan akad musyarakah mutanaqisah pada 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi akan membuat harga 
KPR bisa lebih murah jika dibandingkan dengan 
menggunakan akad murabahah, karena skim pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi lebih elastisitas dan dinamis 
dalam menghadapi fluktuasi harga di pasar. Berbicara 
masalah harga dalam pembiayaan KPR Muamalat iB, 
sebenarnya berdasarkan harga normal dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi lebih murah jika dibanding 
dengan harga normal dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian. Akan tetapi apabila ada prorgam promo pada 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian, maka besar 
kemungkinan harga dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian dengan akad murabahah lebih murah dari pada 
harga dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan akad musyarakah mutanaqisah.
56
 
 
 
                                                          
56Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2017. 
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2. Ketentuan Pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
Pembiayaan KPR Muamalat iB merupakan produk 
pembiayaan konsumsi di Bank Muamalat Indonesia yang 
menggunakan dua akad yaitu akad murabahah (pembelian) dan 
akad musyarakah mutanaqisah (kongsi). Ketentuan awal 
pembiayaan KPR Muamalat iB yaitu untuk pembelian properti 
siap huni (no indent) baik rumah baru, rumah bekas, pembelian 
material, renovasi, maupun take over dari bank lain. Berikut 
ketentuan proyeksi angsuran pembiayaan KPR Muamalat iB baik 
menggunakan akad murabahah maupun menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah: 
a. Proyeksi angsuran pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian dengan menggunakan akad murabahah 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian dengan 
akad murabahah nasabah harus memberikan uang muka 
minimal sebesar 20% dari jumlah transaksi dengan mengacu 
pada rasio Financing to Value (FTV) oleh Bank Indonesia. 
Jumlah plafond yang bisa diambil nasabah dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian dengan akad 
murabahah berkisar antara Rp 50.000.000 sampai Rp 
500.000.000, bahkan bisa lebih tergantung bagaimana 
persyaratan yang ada.  
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Tabel tersebut diatas bisa dilihat rincian dari 
besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah setiap 
bulannya sesuai dengan besarnya plafond yang diambil. 
Besarnya margin tetap yaitu sebesar 9,5% untuk 2 tahun 
pertama dan untuk selanjutnya mengikuti program dan 
ketentuan yang berlaku. Selain besar margin pada KPR 
Muamalat iB Pembelian/ murabahah tetap, karena saat ini 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sedang ada 
promo untuk pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian, 
maka uang muka yang awalnya 20% berubah menjadi 10%. 
Jadi uang muka dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
pembelian untuk saat ini ringan. Selain uang muka hanya 
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sebesar 10%, plafond dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian juga lebih besar.
57
 
Karena dalam akad murabahah besar angsurannya 
tetap selama masa akad berlangsung, hal ini yang menarik 
minat banyak nasabah untuk lebih memilih menggunakan 
akad murabahah pada pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian.
58
 
Tabel 2. Persyaratan Dokumen Yang Harus Dipenuhi 
Untuk Aplikasi Pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian 
No Jenis Dokumen Pegawai Profesional/ 
Wiraswasta 
I Data Pribadi   
A Aplikasi Permohonan V V 
B KTP Pemohon dan 
Suami/Istri 
V V 
C Kartu Keluarga V V 
D Akta Nikah/Cerai (bagi 
yang sudah 
menikah/cerai) 
V V 
E NPWP Pribadi/ 
Perusahaan 
V V 
F Surat Persetujuan Suami/ V  V 
                                                          
57
Data dari brosur Pembiayaan KPR Muamalat iB, Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang. 
58
Data dari hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Lestari, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 20 November 2017. 
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Istri 
    
II Data Penghasilan   
A Asli slip gaji 3 bulan 
terakhir/ surat 
keterangan penghasilan 
V  
B Surat keterangan 
lamanya bekerja dan 
jabatan terakhir dari 
perusahaan/ copy SK 
Pengangkatan Pegawai 
V  
C Rencana Anggaran 
Belanja (untuk 
pembangunan/ renovasi 
rumah) 
V V 
D Rekening koran/ 
tabungan untuk Fix 
Income, Wirausaha 3 
bulan terakhir 
V V 
E Akte pendirian dan 
perubahannya  
 V 
F Neraca dan Laba Rugi 3 
tahun terakhir/ informasi 
keuangan 2 tahun 
terakhir 
 V 
G TDP dan SIUP dan  V  
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perijinan lainnya yang 
terkait 
    
III Data Jaminan   
A Sertifikat HGB/ SHM V V 
B IMB V V 
C PBB V V 
D Surat penawaran dari 
penjual 
V V  
    
IV Penjual   
A Foto copy KTP Diserahkan pada saat 
pengajuan  
Asli ditunjukkan pada saat 
akad 
B Foto copy kartu keluarga 
C Foto copy NPWP 
(transaksi >100 juta) 
D Foto copy surat nikah 
Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
 
b. Proyeksi angsuran pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dengan menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
menggunakan akad musyarakah mutanaqisah merupakan 
suatu akad dimana nasabah dan bank saling 
mengkontribusikan dana nya untuk pembelian suatu aset 
dengan pembayaran secara bertahap oleh nasabah. Dalam 
KPR Muamalat iB Kongsi menggunakan akad musyarakah 
 
80 
 
mutanaqisah, nasabah memberikan kontribusi dana minimal 
10% dari total aset pembiayaan, dimana uang muka tersebut 
dianggap sebagai penyertaan awal modal nasabah. Jumlah 
plafond yang bisa diambil oleh nasabah dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah berkisar mulai Rp 1.000.000 sampai Rp 
270.000.000 atau lebih tergantung seberapa banyak 
kemampuan nasabah dalam memenuhi persyaratan yang 
ditentukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sama seperti tabel sebelumnya, tabel diatas juga 
memperlihatkan besarnya sewa setiap bulan yang harus di 
bayar oleh nasabah setiap bulannya sesuai dengan besarnya 
plafond yang diambil. Jumlah sewa yang dibayarkan oleh 
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nasabah setiap bulannya tersebut sudah termasuk biaya sewa 
atas porsi kepemilikan bank. Sewa yang dibayarkan oleh 
nasabah dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi ini 
merupakan beban sewa yang ditimbulkan dari akad ijarah. 
Dan dari sewa ini akan dibagi hasilkan antara bank dan 
nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal 
akad. Penentuan besarnya angsuran pada akad musyarakah 
mutanaqisah ini dilihat dari besarnya harga rumah, nilai 
jaminan, serta besarnya gaji nasabah. Untuk lebih jelasnya 
mengenai perhitungan angsuran setiap bulan yang harus 
dibayar oleh nasabah dalam skim pembiayaan KPR 
Muamalat iB, berikut tabel perhitungannya: 
Tabel 4. Proyeksi Pembayaran Bagi Hasil Dalam 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ Musyarakah 
Mutanaqisah 
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Keterangan: 
1. Harga rumah    700.000.000 
2. Plafond      500.000.000 
3. Uang muka nasabah   200.000.000 
4. Jangka waktu pembiayaan  5 tahun 
Dari tabel diatas maka bisa diketahui bahwa dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi tersebut bisa diketahui 
besarnya keuntungan yang ingin didapatkan oleh pihak Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang yaitu sebesar 25% dari 
total pembiayaan. Jumlah ini setara dengan 35% dari plafond 
yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Semarang. Jika besarnya sewa yang wajib dibayarkan oleh 
nasabah kepada bank dihitung berdasarkan plafond yang 
diberikan oleh bank maka perhitungannya adalah mencari 
keuntungan yang diinginkan bank terlebih dahulu dengan 
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perhitungan prosentase keuntungan dikali plafond yang diberikan 
oleh bank= 35%  x 500.0000.0000 = 175.000.000. Untuk bisa 
mengetahui sewa per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah 
perhitungannya adalah keuntungan yang diinginkan bank 
ditambah plafond dibagi jangka waktu pembiayaan= 175.000.000 
+ 500.000.000 = 675.000.000 : 60 = 11.250.000. 
Jadi yang wajib dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi hanya biaya sewa. 
Besarnya biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh nasabah 
tersebut akan tetap sama selama belum dilakukan review. Dari 
biaya sewa tersebut akan mendatangkan bagi hasil yang akan 
dibagi kepada bank dan nasabah. Bagi hasil yang diterima oleh 
pihak bank akan diakui sebagai pendapatan bank, sedangkan bagi 
hasil yang diterima nasabah akan digunakan untuk membeli porsi 
kepemilikan bank sehingga porsi nasabah akan semakin 
bertambah dengan pembayaran sewa tersebut, dan sebaliknya 
porsi bank akan semakin menurun, sehingga sampai pada akhir 
pembiayaan porsi kepemilikan nasabah menjadi 100% sementara 
porsi bank 0%.
59
 
Nasabah dalam pembiayaan KPR Muamalat iB baik yang 
menggunakan akad murabahah ataupun menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah, keduanya sama-sama dibebani dengan 
biaya-biaya yang berhubungan dengan pembiayaan. Biaya-biaya 
                                                          
59Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 19 Januari 2018. 
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yang timbul dalam pembiayaan KPR Muamalat iB meliputi biaya 
administrasi bank sebesar 1,5% dari plafond pembiayaan, biaya 
materai, biaya balik nama, biaya premi asuransi jiwa dan 
kebakaran, serta biaya notaris PPAT. Seluruh biaya-biaya 
tersebut dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dibebankan kepada nasabah.
60
 
Dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
akad musyarakah mutanaqisah ini terdapat beberapa ketentuan 
didalamnya, diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1) Ketentuan Jaminan 
Aset yang menjadi objek dari pembiayaan harus 
dijadikan sebagai jaminan. Dengan ketentuan tambahan 
sebagai berikut: 
a) Untuk tujuan renovasi, properti berupa tanah dan 
bangunan yang akan direnovasi harus dijadikan sebagai 
jaminan. 
b) Untuk tujuan pembangunan tanah kavling, tanah yang 
akan dibangun harus sudah mempunyai sertifikat, dan 
sudah atas nama nasabah. 
2) Apabila objek pembiayaan dinilai tidak mencukupi, maka 
bank akan meminta tambahan jaminan. 
 
 
                                                          
60Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2017. 
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3) Ketentuan Percepatan Pelunasan 
a) Pelunasan keseluruhan 
Untuk pelunasan secara keseluruhan, maka 
nasabah membayar pinjaman pokok dan biaya 
administrasi. Pengenaan biaya administrasi tersebut 
ditetapkan karena bank sudah kehilangan potensi 
keuntungan di masa depan. 
b) Pelunasan sebagian 
Sama seperti pelunasan keseluruhan, di dalam 
pelunasan sebagian, selain membayar pinjaman pokok 
juga dikenakan biaya adminstrasi, maksimal sebesar 2 
bulan angsuran. Biaya tersebut digunakan untuk 
pembuatan akad dan penjadwalan ulang. Untuk sisa 
angsuran ada dua pilihan: pilihan pertama yaitu jangka 
waktunya dipercepat sehingga cicilan diperbesar, 
sedangkan pilihan kedua yaitu jangka waktu nya sama 
hanya saja cicilannya berkurang. 
Untuk syarat pengajuan pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi/ musyarakah mutanaqisah, nasabah 
harus dalam usia produktif dan mempunyai penghasilan. 
Hal ini penting karena nanti bank akan menganalisa 
apakah nasabah mampu melunasi angsurannya atau 
tidak, dan dari mana nasabah akan membayar 
angsurannya tersebut, apakah dari gaji yang diterima 
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nasabah atau dari hasil usahanya. Untuk memenuhi 
ketentuan tersebut, maka terdapat persyaratan 
administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yaitu sebagai 
berikut: 
Tabel 5. Persyaratan Dokumen Yang Harus Dipenuhi 
Untuk Aplikasi Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
No Jenis Dokumen Pegawai Profesional 
I Data Pribadi   
A Aplikasi Permohonan V V 
B KTP Pemohon dan 
Suami/Istri 
V V 
C Kartu Keluarga V V 
D Akta Nikah/Cerai (bagi 
yang sudah 
menikah/cerai) 
V V 
E NPWP Pribadi/ 
Perusahaan 
V V 
F Surat Persetujuan 
Suami/ Istri 
V  V 
    
II Data Penghasilan   
A Slip asli gaji terakhir/ 
surat keterangan 
V  
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penghasilan 
B Surat keterangan 
lamanya bekerja dan 
jabatan terakhir dari 
perusahaan/ copy SK 
Pengangkatan Pegawai 
V  
C Rencana Anggaran 
Belanja  
 V 
D Rekening koran/ 
tabungan 6 bulan 
terakhir 
V V 
E Akte pendirian dan 
perubahannya  
 V 
F Neraca dan Laba Rugi/ 
informasi keuangan 
terakhir 
 V 
G TDP dan SIUP   V  
    
III Data Jaminan   
A Sertifikat HGB/ SHM V V 
B IMB V V 
C PBB tahun terakhir V V 
D Surat penawaran dari 
penjual 
V V  
 
89 
 
    
IV Penjual   
A Foto copy KTP Diserahkan pada saat 
pengajuan  
Asli ditunjukkan pada 
saat akad CASH RATIO 
35% Dari Pendapatan 
B Foto copy kartu 
keluarga 
C Foto copy NPWP 
(transaksi >100 juta) 
D Foto copy surat nikah 
Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI 
AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PRODUK 
PEMBIAYAAN KPR MUAMALAT IB KONGSI DI BANK 
MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG 
 
A. Analisis Praktek Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ 
Musyarakah Mutanaqisah 
1. Alur Pelaksanaan Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ 
Musyarakah Mutanaqisah 
Alur pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut: 
a. Nasabah memilih jenis rumah yang dikehendaki dengan 
skema pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan akad 
musyarakah mutanaqisah. 
b. Kemudian dilakukan penilaian aset (asset appraisal) oleh 
pihak internal bank atau bisa dilakukan oleh pihak eksternal. 
Penilaian aset ini bersifat wajib, karena aset tersebut nantinya 
akan dijadikan jaminan atas pembiayaan yang dilakukan. 
c. Jika harga sudah diketahui dan nilai jaminan telah memenuhi 
kriteria yang ada, selanjutnya nasabah melengkapi berkas-
berkas  yang telah disediakan oleh pihak bank. 
d. Setelah semua berkas yang diisi nasabah terkumpul, maka 
selanjutnya akan dilakukan analisis data oleh pihak bank.  
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e. Setelah analisis data oleh pihak bank, maka selanjutnya 
dilakukan persetujuan internal bank atas penentuan besarnya 
plafond pembiayaan, jumlah angsuran setiap bulan yang 
harus dibayar oleh nasabah, serta jangka waktu pembiayaan. 
f. Setelah dilakukan persetujuan dari pihak bank, maka 
selanjutnya bank mengirimkan Surat Persetujuan 
Permohonan Pembiayaan (SP3) atau Offering Letter (OL) 
kepada nasabah. 
g. Setelah SP3 ditanda tangani oleh nasabah, maka selanjutnya 
nasabah membayar uang muka kepada penjual. Uang muka 
tersebut merupakan porsi nasabah dalam musyarakah atas 
kepemilikan aset tersebut. 
h. Kemudian pihak bank dan nasabah melakukan akad 
pembiayaan musyarakah mutanaqisah atas aset tersebut. 
Mengenai pelaksanaan akad pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi ini dilaksanakan didepan notaris. Notaris yang 
membuatkan draft perjanjian pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi ini, selanjutnya nasabah dan bank memberikan tanda 
tangan pada draft perjanjian yang telah dibuat. Terdapat dua 
perjanjian yang ada dalam skim pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi. Yang pertama yaitu perjanjian tentang 
musyarakah mutanaqisah itu sendiri, dan yang kedua yaitu 
perjanjian tentang akad ijarah. Kedua perjanjian tersebut 
dibuat oleh notaris dan disaksikan oleh bank dan nasabah. 
Untuk selanjutnya kedua perjanjian tersebut ditanda tangani 
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oleh kedua belah pihak. Dokumen perjanjian pembiayaan 
yang asli disimpan oleh notaris dan salinan dokumen tersebut 
akan disimpan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia. 
i. Setelah akad dilakukan, maka bank membayarkan sisa untuk 
pembelian aset yang sebelumnya nasabah telah menyatakan 
porsi nya melalui uang muka yang telah dibayarkan oleh 
nasabah sebelumnya. Akad jual beli aset telah dilakukan 
dengan terbayarnya porsi syirkah berjumlah 100%. 
j. Selanjutnya setiap bulannya nasabah akan membayar 
angsuran selama masa pembiayaan berlangsung. Angsuran 
yang dibayarkan nasabah tersebut berfungsi sebagai: 
1) Uang sewa nasabah atas penempatan rumah (aset 
musyarakah). 
2) Uang sewa sebagai objek bagi hasil atas musyarakah, 
yang akan dibagi hasilkan sesuai dengan porsi bagi hasil 
yang telah disepakati. 
3) Sebagian dari uang sewa yang merupakan profit untuk 
nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil, tidak diambil 
oleh nasabah, akan tetapi digunakan untuk membeli porsi 
kepemilikan bank atas aset tersebut. Jadi setiap kali 
nasabah membayar angsuran bulanan, maka akan 
menambah porsi kepemilikan nasabah dan mengurangi 
porsi kepemilikan bank atas aset tersebut.  
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Jika jangka waktu pembiayaan telah berkahir (jatuh 
tempo), dan nasabah telah membayar seluruh angsurannya, maka 
seluruh porsi kepemilikan rumah telah menjadi milik nasabah. 
Sehingga nasabah memiliki 100% aset tersebut. Dengan 
demikian hak tanggungan atas penjaminan rumah sudah bisa 
lepas oleh bank. Nasabah menjadi pemilik penuh dari aset dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi saat nasabah telah 
melunasi seluruh kewajibannya tersebut dibuktikan dengan surat 
keterangan roya yang dikeluarkan oleh bank. Dalam surat 
keterangan roya ini maka disebutkan bahwa nasabah telah 
melunasi seluruh kewajibannya sehingga nasabah menjadi 
pemilik penuh dari aset yang telah diperjanjikan.
61
 
2. Resiko Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ Musyarakah 
Mutanaqisah 
Di setiap produk pembiayaan pasti tidak luput dari 
resiko-resiko, termasuk dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi. Penggunaan akad musyarakah mutanaqisah dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi juga mempunyai berbagai 
resiko. Resiko-resiko tersebut meliputi: 
a. Resiko Pembiayaan 
Resiko menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
pada pembiayaan KPR Muamaat iB Kongsi adalah ketika 
terjadi wanprestasi, dimana nasabah tidak mengangsur porsi 
                                                          
61Data dari hasil wawancara dengan Ibu Lu’lu’ Allifah, BDM 
Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2017. 
 
94 
 
bank, maka hal tersebut akan menyebabkan kegagalan 
kontrak. Jika terjadi kegagalan dalam berkontrak tentu saja 
bank akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, 
apabila nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari waktu 
yang telah ditentukan, maka nasabah tidak mendapatkan bagi 
hasil atau keuntungan dari sewa aset yang dijadikan objek 
akad. Hal ini dikarenakan dalam kasus nasabah melunasi 
angsuran lebih cepat dari waktu yang ditentukan, nasabah 
hanya membayar sisa porsi kepemilikan bank dan membayar 
uang sewa saat melakukan pelunasan.  
b. Resiko Pasar 
Dalam ketentuan khusus fatwa DSN MUI Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah 
disebutkan bahwa aset musyarakah mutanaqisah dapat di 
ijarah kan kepada syarik atau pihak lain. Karena dalam akad 
musyarakah mutanaqisah terdapat ijarah (sewa) atas objek 
akad, dimana harga aset tersebut bersifat fluktuatif sesuai 
dengan harga pasar yang ada, maka harga pasar tersebut juga 
akan berdampak pada bagi hasil bank dan nasabah. Besarnya 
sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi akan dilakukan review setiap 2 
atau 3 tahun sekali tergantung kesepakatan antara bank dan 
nasabah. Dari review tersebut maka besarnya sewa nasabah 
bisa naik, bisa turun, atau tetap. Ketiga kemungkinan tersebut 
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sudah menjadi resiko yang melekat pada skim pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi. 
c. Resiko Kepemilikan 
Berbeda dengan akad murabahah dimana status 
kepemilikan aset yang menjadi objek akad sepenuhnya 
menjadi milik nasabah, dalam pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
status kepemilikan aset adalah milik bersama yaitu nasabah 
dan bank. Karena status aset dimiliki bersama, maka resiko 
yang ditimbulkan harus ditanggung bersama, tidak bisa 
hanya salah satu pihak saja yang menanggungnya. Akan 
tetapi jika nasabah telah mengangsur seluruh porsi bank 
sehingga status aset tersebut secara penuh dimiliki oleh 
nasabah, maka nasabah yang akan menanggung seluruh 
resiko yang ditimbulkan. 
3. Kelebihan dan Kekurangan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
a. Kelebihan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi 
1) Terdapat bagi hasil antara nasabah dan bank yang di 
dapatkan dari pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan akad musyarakah mutanaqisah dimana bagi hasil 
tersebut di dapatkan dari uang sewa yang dibayarkan 
oleh nasabah setiap bulannya atas skim pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi. Bagi hasil yang diterima oleh bank 
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akan dianggap sebagai pendapatan bagi pihak, sedangkan 
bagi hasil yang diterima nasabah akan digunakan untuk 
menambah porsi kepemilikan nasabah. 
2) Uang muka dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah lebih 
murah jika dibandingkan dengan akad murabahah. 
Untuk saat ini uang muka dalam pembiayaan KPR 
Muamalat iB  Kongsi di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang sebesar 10%. Prosentase uang muka 
tersebut besarnya tidak pasti 10%, akan tetapi berubah-
ubah sesuai dengan program yang sedang dijalankan oleh 
pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
3) Kepemilikan aset yang menjadi objek pembiayaan adalah 
milik bersama, sehingga antara nasabah dan bank sama-
sama saling menjaga aset tersebut. 
4) Apabila nasabah ingin melunasi angsuran lebih cepat dari 
waktu yang telah ditentukan, maka nasabah hanya 
membayar sisa porsi kepemilikan bank ditambah sewa 
pada bulan pelunasan. 
5) Dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi maka 
tidak ada Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana pada 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian, dimana 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Hal ini 
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tentu saja akan sangat menguntungkan bagi pihak bank 
karena tidak perlu membayar biaya Pajak Pertambahan 
Nilai dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi. 
b. Kekurangan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada 
Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi  
1) Besarnya angsuran ditahun-tahun pertama besar sehingga 
akan memberatkan nasabah untuk membayar angsuran 
tersebut, akan tetapi di tahun-tahun berikutnya angsuran 
yang harus dibayar nasabah ringan karena porsi yang 
dimiliki bank semakin sedikit sementara porsi nasabah 
semakin banyak. 
2) Karena nasabah membeli porsi kepemilikan bank dengan 
membayar sewa setiap bulannya, maka keuntungan yang 
di dapatkan oleh bank akan semakin sedikit. 
3) Terdapat resiko terjadi pelimpahan biaya-biaya transaksi 
dan pembayaran pajak, meliputi pajak atas bangunan 
maupun pajak atas hak tanggungan, serta biaya-biaya 
lainnya yang timbul dari aset tersebut. 
Analisis penulis tentang praktek pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang bahwa dibalik keuntungan yang besar maka 
terdapat resiko yang besar pula. Memang dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Pembelian dengan akad murabahah 
keuntungan yang akan didapat juga akan lebih besar jika 
dibandingkan dengan menggunakan akad musyarakah 
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mutanaqisah. Akan tetapi akan jauh lebih aman apabila dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah, walaupun keuntungan yang akan didapat lebih 
sedikit, akan tetapi resiko yang kemungkinan dihadapi juga 
semakin kecil. Dalam hal pembiayaan KPR Muamalat iB baik 
menggunakan akad murabahah maupun musyarakah 
mutanaqisah keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing.  
Di dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
akad musyarakah mutanaqisah besarnya nilai kredit memang 
lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan KPR Muamalat iB 
Pembelian dengan akad murabahah. Hal ini dikarenakan akad 
musyarakah mutanaqisah merupakan akad kerjasama untuk 
kepemilikan suatu barang dengan pembayaran secara bertahap. 
Karena di dalam akad musyarakah mutanaqisah tidak hanya 
merupakan akad jual beli semata, melainkan juga terdapat akad 
kerja sama di dalamnya, oleh sebab itu kepemilikan aset yang 
menjadi objek pembiayaan adalah milik bersama sehingga 
nasabah hanya membayar sewa setiap bulannya, dimana sewa 
tersebut sudah mencakup bagi hasil yang akan diterima oleh 
pihak bank. Mengenai besaran sewa yang harus dibayar oleh 
nasabah dalam akad musyarakah mutanaqisah ini besarnya 
ditentukan dari harga sewa pada saat nasabah mengajukan 
pembiayaan. Dan besarnya harga sewa tersebut besarnya akan di 
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review setiap dua atau tiga tahun sekali dengan mengikuti harga 
sewa pada tahun tersebut sesuai kesepakatan bersama antara bank 
dan nasabah, akan tetapi penetapan harga sewa tersebut yang 
menentukan adalah pihak bank dengan mempertimbangkan 
bagaimana keadaan nasabah dan bagaimana fluktuasi pasar saat 
itu. 
Karena dilakukan review setiap dua atau tiga tahun 
sekali, maka besarnya harga sewa tersebut kemungkinan berubah 
atau bisa juga tetap setiap dilakukan review. Di lakukan nya 
review tersebut dikarenakan besarnya harga pasar dari objek 
pembiayaan berubah dari tahun ke tahun, maka dari itu perlu 
dilakukan review terhadap harga sewa dari aset tersebut. Jika 
pada saat dilakukan review ternyata harga pasar naik, maka harga 
sewa yang harus dibayar oleh nasabah juga akan naik. Jika harga 
sewa naik maka bagi hasil juga akan naik. Dan jika porsi nasabah 
lebih besar dari pada porsi bank maka keuntungan yang di 
dapatkan nasabah dari bagi hasil yang semakin naik juga semakin 
besar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan BDM Financing 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, Ibu Lu’lu’ Allifah 
menyampaikan bahwa dibanding menggunakan akad murabahah, 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB akan lebih cocok apabila 
menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Alasan nya yaitu 
karena apabila dalam pembiayaan KPR Muamalat iB nasabah 
memilih menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, maka 
 
100 
 
akan banyak keuntungan yang akan di dapat nasabah. Selain 
uang muka lebih murah, apabila nasabah ingin melunasi angsuran 
lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka nasabah 
hanya membayar sisa porsi kepemilikan bank ditambah dengan 
harga sewa saat pelunasan. Memang angsuran ditahun-tahun 
pertama sedikit memberatkan nasabah, akan tetapi tahun-tahun 
berikutnya nasabah akan merasakan kemudahan dalam 
membayar angsuran karena angsuran nya semakin ringan. Hal ini 
tentu saja akan sangat membantu nasabah dalam membayar 
angsurannya.  
Mengenai besarnya harga, secara umum untuk harga 
normal dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi lebih 
murah jika dibandingkan dengan harga normal pada skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian. Akan tetapi apabila 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sedang ada 
program, dimana program tersebut yaitu memberikan promo 
pada pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian, maka dengan 
harga promo tersebut harga dalam pembiayaan KPR Muamalat 
iB bisa lebih murah jika dibandingkan dengan pembiayaan KPR 
Muamalat iB Pembelian. 
Berbeda dengan akad murabahah, karena jika nasabah 
menggunakan murabahah untuk pembiayaan KPR Muamalat iB, 
maka besarnya angsuran yang harus dibayar besarnya tetap mulai 
dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Hal ini dikarenakan 
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dalam akad murabahah pada pembiayaan KPR Muamalat iB 
bank sudah menghitung berapa besar angsuran nasabah setiap 
bulannya berdasarkan harga beli ditambah dengan margin 
keuntungan. Karena bank memperkirakan potensi dalam jangka 
panjang terhadap aset yang menjadi objek pembiayaan, maka 
bank akan langsung menghitung kemungkinan kenaikan dari 
harga aset tersebut, sehingga besar nilai kredit pembiayaan KPR 
Muamalat iB dengan akad murabahah lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan pembiayaan KPR Muamalat iB 
menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Hal ini tentu saja 
bisa sangat menguntungkan nasabah, apabila di tahun-tahun 
berikutnya ternyata harga aset tersebut semakin melambung 
tinggi. Sebaliknya apabila harga pasar aset tersebut turun 
sementara besar angsuran yang harus dibayar besarnya tetap, 
maka nasabah akan merasa dirugikan.   
Sementara jika nasabah memilih menggunakan akad 
murabahah untuk pembiayaan KPR Muamalat iB, selain uang 
muka yang harus dibayar jauh lebih tinggi karena tidak ada 
promo, apabila nasabah ingin melunasi angsuran lebih cepat dari 
waktu yang telah ditentukan, maka nasabah harus melunasi sisa 
angsuran ditambah dengan margin keuntungan yang telah 
ditetapkan di awal akad. 
Selain menguntungkan nasabah, pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah juga 
sangat menguntungkan bagi pihak bank. Selain mendapatkan 
 
102 
 
keuntungan secara langsung dari akad ijarah, skema musyarakah 
mutanaqisah ini juga bisa meminimalisir resiko pembiayaan KPR 
Muamalat iB, serta bank bisa menyesuaikan keuntungan yang di 
dapatkan selama pembiayaan berlangsung. 
Terdapat beberapa solusi resiko yang bisa dicover 
dengan skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan akad 
musyarakah mutanaqisah. Yang pertama yaitu, resiko terhadap 
wanprestasi. Dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB kongsi 
status kepemilikan dari aset yang menjadi objek dalam 
pembiayaan adalah milik bersama, walaupun dalam sertifikat atas 
aset tersebut hanya dicantumkan nama nasabah saja, akan tetapi 
nasabah tidak bisa berbuat kecurangan misalnya menjual aset 
tersebut karena statusnya adalah milik bersama antara bank dan 
nasabah. Maka dari itu bank akan memberikan surat keterangan 
hak tanggungan, dimana dalam surat tersebut menyebutkan 
tentang status kepemilikan aset. Yang kedua yaitu resiko 
pendapatan. Karena dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dilakukan adanya review ujrah maka bank bisa 
menyesuaikan besarnya sewa yang harus dibayarkan oleh 
nasabah, sehingga bagi hasil yang dianggap sebagai pendapatan 
bank secara otomatis juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang 
ada pada saat itu. Resiko yang ketiga yang bisa dicover oleh skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi adalah mengenai 
pembebanan Pajak Pertambahan Nilai. Jika dalam skim 
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pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian dengan akad 
murabahahterdapat biaya Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, 
dimana beban pajak tersebut harus ditanggung oleh pihak bank, 
karena bank dianggap menjual suatu barang sehingga bank harus 
membayar biaya Pajak Pertambahan Nilai. Maka dari itu solusi 
tepat dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, 
karena di dalam akad musyarakah mutanaqisah maka skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB yang awalnya terdapat biaya 
Pajak Pertambahan Nilai jika menggunakan akad murabahah, 
berubah menjadi tidak ada beban pajak jika dengan 
menggunakan skema akad musyarakah mutanaqisah. 
Dari pemaparan mengenai alur transaksi, resiko-resiko, 
kelebihan dan kekurangan dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwa dalam 
pembiayaan KPR iB dengan menggunakan akad musyarakah 
mutanaqisah maka akan mendatangkan lebih banyak 
keuntungan-keuntungan bagi para syarik, baik keuntungan bagi 
pihak bank maupun bagi nasabah. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad 
Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi 
Akad musyarakah mutanaqisah merupakan kerja sama antara 
para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu 
barang, kemudian barang tersebut disewakan kembali kepada 
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nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama 
antara bank dan nasabah disertai dengan pembelian barang modal 
milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan 
bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang. Maka 
dari itu akad ini disebut musyarakah mutanaqisah karena 
memperhatikan kepemilikan bank dalam syirkah yakni penyusutan 
barang modal syirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh 
nasabah secara berangsur. Sedangkan mutanaqisah dalam hal ini 
berarti penyusutan modal milik bank karena dibeli oleh nasabah 
dengan cara mengangsur.
62
 
Menurut pendapat Najih Hammad dan Muhammad Ali al-
Qari, musyarakah mutanaqisah terbentuk karena dua akad yang 
dijalankan secara paralel. Pertama, antara nasabah dan bank 
melakukan akad musyarakah dimana masing-masing pihak 
menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha guna mendatangkan 
keuntungan. Kedua, nasabah melakukan usaha dengan modal 
bersama tersebut yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara bank 
dan nasabah. Disamping itu nasabah membeli barang modal milik 
bank secara berangsur sehingga modal yang dimiliki bank dalam 
syirkah tersebut akan berkurang. Dalam muktamar tentang 
Pengelolaan Keuangan Islam pertama dijelaskan tiga skema 
pelaksanaan musyarakah mutanaqisah yaitu: 
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Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad 
Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 60. 
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1. Antara bank dan nasabah sepakat untuk menyediakan harta guna 
dijadikan modal usaha dengan bagi hasil (laba/ rugi) sesuai 
kesepakatan atau proporsional. Kemudian barang modal syirkah 
tersebut dijual: a. Oleh pihak bank kepada nasabah, b. Oleh pihak 
nasabah kepada bank, atau c. Oleh pihak bank dan nasabah 
kepada pihak lain setelah masa syirkah berakhir karena masing-
masing syarik memiliki hak untuk menjual barang modalnya. 
Ulama sepakat bahwa hukum musyarakah mutanaqisah adalah 
boleh (ja’iz) karena di dalamnya terhindar dari syubhat yaitu 
pelaksanaan akad musyarakah dan jual beli secara paralel. 
2. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan kerja sama usaha. 
Masing-masing pihak menyertakan hartanya untuk dijadikan 
modal usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
dengan syarat bahwa: 
a. Nasabah wajib membeli barang modal milik bank. 
b. Dan nasabah wajib menyewa barang modal supaya 
mendatangkan keuntungan yang berupa uang sewa. 
3. Bank dan nasabah melakukan musyarakah dengan masing-
masing menyertakan harta guna dijadikan modal usaha dalam 
bentuk saham.
63
 
Akad musyarakah mutanaqisah ini adalah salah satu 
akad dalam muamalah yang terbilang baru jika dibandingkan 
dengan akad-akad yang lain, dimana akad ini merupakan hasil 
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Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad 
Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 65-67. 
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kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai musyarakah 
yang terdapat dalam syari’ah dan kebutuhan instrumen bisnis 
yang berkembang demikian cepat.  
Akad musyarakah mutanaqisah merupakan salah satu 
alternatif dalam kepemilikan suatu barang atau aset. Seperti pada 
akad-akad yang lain, dalam pembiayaan musyarakah 
mutanaqisah ini juga memiliki keunggulan dalam kebersamaan 
dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko 
kerugian.  
Setiap produk-produk yang ada di perbankan syari’ah 
harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan 
dari Bank Indonesia maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 
Agar dalam pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syari’ah maka Majelis Ulama Indonesia 
membuat fatwa yang mengatur tentang akad musyarakah 
mutanaqisah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah. Fatwa 
tersebut dibentuk dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari ayat 
Al-Qur’an, Al-Hadist, dan pendapat para ulama, semuanya 
dijadikan dasar dari pembuatan fatwa tentang musyarakah 
tersebut.  
Di dalam fatwa tersebut sudah disebutkan mengenai 
dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
musyarakah mutanaqisah, serta hukum dari akad musyarakah 
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mutanaqisah itu sendiri. Akad musyarakah mutanaqisah ini 
hukumnya boleh sebagaimana yang tertera pada bagian kedua 
fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 
tentang musyarakah mutanaqisah.Berdasarkan Qur’an Surat As-
Shaad ayat 24 dan Al-Maidah ayat 1 dijelaskan bahwa hukum 
dari perkongsian itu diperbolehkan, akan tetapi  apabila 
mendzolimi salah satu mitra kongsi maka tidak diperolehkan. Di 
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-
MUI/XI/2008 terdapat beberapa ketentuan umum dan ketentuan 
tentang musyarakah mutanaqisah. Selain fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, akad musyarakah 
mutanaqisah juga memperhatikan pedoman-pedoman lainnya, 
yaitu Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 
Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk 
Pembiayaan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016Tentang Rasio Loan To 
Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk 
Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor, dan Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal 
Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Bank Umum 
Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah. 
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Dari waktu ke waktu akad musyarakah mutanaqisah 
mulai bermunculan di bank-bank Islam. Salah satunya yaitu di 
Bank Muamalat Indonesia, dimana mereka menggunakan akad 
musyarakah mutanaqisah untuk pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi. Dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
akad musyarakah mutanaqisah ini terdapat beberapa aset yang 
sering diminati oleh nasabah untuk dijadikan objek dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi, salah satunya yaitu 
rumah. Rumah yang menjadi objek dalam pembiayaan ini rata-
rata digunakan nasabah untuk tempat tinggal pribadi. Karena 
banyak masyarakat yang belum mampu untuk membeli rumah 
secara tunai, maka masyarakat bisa memilih akad musyarakah 
mutanaqisah dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.  
Seperti yang sudah penulis jabarkan pada poin 
sebelumnya bahwa dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan akad musyarakah mutanaqisah ini nasabah dan bank 
bekerja sama untuk membeli suatu aset misalnya rumah. Karena 
dalam mendapatkan rumah tersebut secara bersama-sama, maka 
kepemilikan dari rumah tersebut adalah milik bersama, yaitu 
milik bank dan milik nasabah. Dan nanti nasabah hanya 
membayar angsuran porsi kepemilikan bank dan bagi hasil atas 
sewa dari pemanfaatan porsi kepemilikan bank sampai pada akhir 
pembiayaan nasabah bisa sepenuhnya memiliki rumah tersebut. 
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Mengenai besaran sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam 
akad musyarakah mutanaqisah ini besarnya ditentukan dari harga 
sewa pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. Dan besarnya 
harga sewa tersebut besarnya akan di review setiap dua atau tiga 
tahun sekali dengan mengikuti harga sewa pada tahun tersebut 
sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, akan tetapi 
penetapan harga sewa tersebut yang menentukan adalah pihak 
bank dengan mempertimbangkan bagaimana keadaan nasabah 
dan bagaimana fluktuasi pasar saat itu.  
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/ DSN-
MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah disebutkan 
bahwa di dalam akad musyarakah mutanaqisah sebenarnya 
hanya dua akad saja, yaitu akad musyarakah dan jual beli (bai’), 
dimana akad-akad tersebut diterapkan secara paralel di dalam 
musyarakah mutanaqisah. Sebagai sesama mitra, maka bank dan 
nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan dalam 
pembiayaan ini bank berjanji untuk menyerahkan porsi 
kepemilikannya kepada nasabah sehingga pada akhir kontrak 
nasabah akan memiliki penuh aset tersebut, sementara bank 
sudah tidak memiliki porsi kepemilikan terhadap objek akad 
karena kepemilikannya sudah dijual  kepada nasabah. Hal ini 
sesuai dengan pendapat ulama yaitu: 
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1. Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni juz 5 halaman 173: 
 وكيرش ةصح نيكيرشلا دحأ ىرتشا ناو كلم يرتشي ونلا زاج ونم
.هريغ64  
“Apabila salah satu dari yang bermitra (syarik) membeli 
porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka 
hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli milik 
pihak lain.” 
2. Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365: 
زاج هكيرشلو ,زوجي لا يبنجلأ هتصح ءانبلاف نيكيرشلا دحأ عاب ول 
“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra 
(syarik) dalam kepemilikan suatu bangunan menjual 
porsi (hishshah) nya kepada pihak lain, maka hukumnya 
tidak boleh, sedangkan jika menjual porsinya tersebut 
kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh.”65 
Berdasarkan pendapat ulama tersebut diatas dapat kita 
ketahui bahwa syrikah itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam 
qaidah fiqh dijelaskan bahwa: 
اميرحتلا ىلع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا ءايشلأا ىف لصلأ  
“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada 
dalil yang mengharamkannya”66 
 
                                                          
64
Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz V, (Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-
Ilmiyah, t.t ), h. 173. 
65
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 
(Semarang: Erlangga, 2014), h. 407. 
66
Ahmad Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: 
Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 44. 
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ةحصلاو لحلا تاف رصتلاو دوقعلا ىف لصلأا 
“Prinsip dasar dalam perjanjian dan transaksi adalah 
halal dan sah.”67 
 
Dari qhaidah tersebut mengambil porsi syirkah itu 
dibolehkan karena termasuk kedalam transaksi atau perjanjian. 
Sangat penting bagi setiap produk dalam perbankan 
syari’ah untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan baik 
Peraturan Bank Indonesia maupun Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia. Begitu juga dengan pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. 
Berikut analisis penulis tentang sesuai atau belum antara praktek 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang dengan Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah 
mutanaqisah: 
Tabel 6. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah 
Mutanaqisah dengan Praktek Pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi/ Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang 
 
 
                                                          
67
Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 
Qawa’id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 5. 
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No. Fatwa DSN No. 
73/XI/2008 
Praktek 
Pembiayaan KPR 
Muamalat iB di 
Bank Muamalat 
Indonesia Cabang 
Semarang 
Sesuai/ 
Tidak 
Sesuai 
1. Ketentuan akad 
nomor 1. Akad 
musyarakah 
mutanaqisah terdiri 
dari akad 
musyarakah/ syirkah 
dan bai’ (jual beli). 
Nasabah dan bank 
pada awal kontrak 
melakukan akad 
musyarakah biasa. 
Dan nanti nasabah 
akan membeli porsi 
kepemilikan bank, 
dan bank wajib 
menjual porsi 
kepemilikannya 
kepada nasabah. 
Sesuai  
2. Ketentuan akad 
nomor 2 poin a. Para 
mitra mempunyai 
kewajiban untuk 
memberikan modal 
dan kerja 
berdasarkan 
Dalam ketentuan 
umum pembiayaan 
KPR Muamalat iB 
Kongsi dicantumkan 
penyertaan modal 
syarik sesuai dengan 
kesepakatan, akan 
Tidak 
Sesuai  
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kesepakatan pada 
saat akad. 
tetapi mengenai 
pembagian kerja tidak 
dicantumkan karena 
memang tujuan dari 
pembiayaan tersebut 
bukan untuk 
bekerjasama dalam 
sebuah usaha, 
melainkan 
bekerjasama dalam 
kepemilikan suatu 
aset. 
3. Ketentuan akad 
nomor 2 poin b. 
Memperoleh 
keuntungan 
berdasarkan nisbah 
yang disepakati pada 
saat akad 
Nasabah dan bank 
nantinya akan 
mendapatkan 
keuntungan dari bagi 
hasil yang dihasilkan 
dari akad ijarah. 
Tidak 
Sesuai  
4. Ketentuan akad 
nomor 2 poin c. 
Menanggung 
kerugian sesuai 
proporsi modal 
Dalam perjanjian 
pembiayaan KPR 
Muamalat iB 
dicantumkan bahwa 
resiko yang timbul 
Sesuai  
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dari pembiayaan akan 
ditanggung bersama 
5. Ketentuan akad 
nomor 3. Dalam 
akad musyarakah 
mutanaqisah pihak 
pertama (salah satu 
syarik/ LKS) wajib 
berjanji untuk 
menjual seluruh 
hishahnya secara 
bertahap dan pihak 
kedua (nasabah) 
wajib membelinya. 
Dalam kontrak 
pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi 
dicantumkan bahwa 
bank berjanji untuk 
menjual seluruh porsi 
kepemilikannya 
kepada nasabah. 
Sesuai  
6. Ketentuan akad 
nomor 4. Jual beli 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
angka 3 
dilaksanakan sesuai 
kesepakatan. 
Bank sepakat untuk 
menjual 
kepemilikannya dan 
nasabah untuk 
membeli porsi 
kepemilkan bank. 
Sesuai  
7. Ketentuan khusus 
nomor 1. Aset 
musyarakah 
Bank mengijarahkan 
aset yang menjadi 
objek akad kepada 
Sesuai  
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mutanaqisah dapat 
di ijarah kan kepada 
syarik atau pihak 
lain. 
nasabah 
8. Ketentuan khusus 
nomor 2. Apabila 
aset musyarakah 
menjadi objek ijarah 
maka syarik 
(nasabah) dapat 
menyewa aset 
tersebut dengan nilai 
ujrah yang 
disepakati. 
Nasabah membayar 
sewa terhadap aset 
yang menjadi objek 
pembiayaan dengan 
besaran sewa sesuai 
kesepakatan antara 
bank dan nasabah. 
Sesuai  
9. Ketentuan khusus 
nomor 3. 
Keuntungan yang 
diperoleh dari ujrah 
dibagi sesuai dengan 
nisbah yang telah 
disepakati dalam 
akad, sedangkan 
kerugian harus 
berdasarkan proporsi 
Dalam kontrak 
pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi 
telah dicantumkan 
bahwa nasabah dan 
bank akan membagi 
keuntungan sesuai 
nisbah. Keuntungan 
yang didapatkan 
nasabah nanti nya 
Sesuai  
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kepemilikan.  akan dialihkan untuk 
membeli porsi bank. 
Dan dalam 
pembagian kerugian 
akan disesuaiakan 
dengan porsi 
kepemilikan. Akan 
tetapi terdapat 
pengecualian jika 
kerugian tersebut 
disebabkan karena 
kelalaian nasabah. 
10. Ketentuan khusus 
nomor 4. 
Kadar/ukuran 
bagian/ porsi 
kepemilikan aset 
musyarakah syarik 
(LKS) yang 
berkurang akibat 
pembayaran oleh 
syarik lain 
(nasabah), harus 
jelas dan disepakati 
Dalam kontrak 
pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi 
dicantumkan 
mengenai porsi 
kepemilikan masing-
masing pihak (bank 
dan nasabah). 
Sesuai  
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dalam akad. 
11. Ketentuan khusus 
nomor 5. Biaya 
perolehan aset 
musyarakah menjadi 
beban bersama 
sedangkan biaya 
peralihan 
kepemilikan menjadi 
beban pembeli.  
Semua biaya yang 
timbul dari 
pembiayaan KPR 
Muamalat iB 
dibebankan kepada 
nasabah. 
Tidak 
sesuai 
Sumber: diolah dari data primer 
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
secara garis besar praktek pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi/ Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Naisonal Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah 
Mutanaqisah. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian mengenai 
biaya yang timbul dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
dengan fatwa.  
Di dalam ketentuan khusus nomor 5 Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa biaya perolehan 
aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya 
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Sementara di 
dalam praktek pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi semua 
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biaya yang timbul dari pembiayaan dibebankan kepada nasabah. 
Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya administrasi, biaya 
appraisal, biaya asuransi jiwa selama masa pembiayaan 
berlangsung, biaya asuransi kebakaran, biaya notaris provisi 
bank, biaya legalisir notaris, biaya APHT/ surat kuasa.  
Pembebanan biaya-biaya tersebut ditetapkan atas dasar 
kesepakatan antara bank nasabah. Untuk biaya administrasi 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi sebesar 1,5% dari 
plafond pembiayaan. Jumlah administrasi ini besarnya sama 
dengan provisi kredit yang dibebankan oleh bank konvensional 
setiap pencairan kredit. Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan 
bank untuk pemrosesan pembiayaan besarnya sama dengan 
jumlah pembiayaan, sementara biaya yang dibebankan kepada 
nasabah berbeda nominalnya, maka dari itu besarnya 
pembebanan biaya administrasi yang seharusnya dibebankan oleh 
bank kepada nasabah adalah sebesar biaya yang dibutuhkan oleh 
bank dalam pemrosesan akad pembiayaan tersebut bukan 
berdasarkan nominal. 
Dalam ketentuan akad nomor 2 poin a Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa para mitra 
mempunyai kewajiban untuk memberikan modal dan kerja 
berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Sedangkan pada praktek 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank 
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Muamalat Indonesia Cabang Semarang tidak ada pembagian 
kerja dalam pembiayaan tersebut, karena memang akad 
musyarakah yang dilaksanakan pada skim pembiayaan tersebut 
hanya sebatas bank dan nasabah bekerja sama dalam memiliki 
sebuah aset. 
Dalam ketentuan akad nomor 2 poin b Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang 
Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa para mitra memiliki 
hak untuk memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang 
disepakati pada saat akad. Sementara dalam praktek pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi dengan akad musyarakah 
mutanaqisah keuntungan yang didapatkan adalah dari akad 
ijarah, bukan dari akad musyarakah.  
Dalam penelitian ini selain fokus pada aspek kesesuaian 
antara praktek pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 
tentang musyarakah mutanaqisah, penulis juga akan 
menganalisis pada sisi fiqh muamalahnya. Sebagaimana 
disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah bahwa 
dalam akad musyarakah mutanaqisah di dalamnya terdapat akad 
musyarakah, bai’, dan ijarah. Maka dari itu perlu di tinjau lebih 
dalam ketiga akad tersebut. Berikut akan penulis uraikan 
mengenai analisis penulis tentang implementasi akad 
musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR 
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Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang. 
Dalam fiqh muamalah sah atau tidaknya suatu akad 
tergantung pemenuhan mengenai rukun dan syarat-syaratnya. 
Karena di dalam akad musyarakah mutanaqisah terdapat akad 
musyarakah, bai’, dan ijarah. Maka rukun dan syarat-syarat yang 
ada pada ketiga akad ini harus terpenuhi. Berikut rukun dan 
syarat yang ada pada akad musyarakah: 
Menurut mayoritas ulama’, rukun musyarakahada tiga 
yaitu: 
1. Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat) 
2. Ma’qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat) 
3. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima) 
Sedangkan syarat-syarat musyarakah diperinci sesuai 
dengan hal-hal yang terkait dengan rukunnya. Syarat-syarat 
tersebut adalah: 
1. Syarat aqidain: 
a. Akil dan baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua 
transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama’ yang 
mensyaratkan akil baligh dalam akad musyarakah dan 
semua akad dalam muamalah. 
b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam 
memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika objek 
musyarakah dikelola secara bersama-sama, maka 
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kemampuan dan kompetensi disyaratkan pada keduanya. 
Jika yang mengelola objek akad tersebut adalah salah 
satu syarik, maka persyaratan ini hanya diberlakukan 
kepada pihak pengelola. Sedangkan pihak yang tidak 
mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam 
memberikan kuasa perwakilan. 
2. Syarat yang terkait dengan ma’qud alaih (objek akad 
meliputi dana dan kerja): dana atau modal yang diberikan 
harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para 
ulama sepakat akan ini. Beberapa ulama juga memberi 
kemungkinan apabila modal berwujud aset perdagangan 
seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan dalam 
bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan 
sebagainya, seluruh bentuk modal tersebut harus dinilai 
terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.Hal 
ini penting dilakukan karena berkaitan dengan penentuan 
porsi bagi hasil. 
3. Syarat yang terkait dengan shighat (ucapan serah terima): 
shighat dalam akad musyarakah disyaratkan berupa lafadz 
(ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam 
pengelolaan dana. Maka jika lafadz hanya terbatas pada 
memberi pengertian melakukan kerja sama (bersyarikat) saja, 
tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua belah pihak yang 
berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun 
demikian menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian 
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berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika 
hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal 
ini akad musyarakah dianggap sah didasarkan pada urf yang 
berlaku di tengah-tengah masyarakat.
68
 
4. Selain tiga syarat tersebut, terdapat syarat tambahan 
mengenai keuntungan (ribh). Dalam musyarakah, 
keuntungan (ribh) harus dibagi sesuai dengan kadar modal 
yang diserahkan oleh masing-masing pihak. Demikian pula 
dengan pekerjaan yang dilakukan harus dihitung sebagai 
bagian dari saham yang berhak mendapatkan bagian dari 
keuntungan. Apabila itu semua tidak dipertimbangkan dalam 
pembagian keuntungan, maka hukum musyarakah menjadi 
batal.
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Sama seperti akad lainnya, bai’ (jual beli) juga 
mempunyai rukun dan syarat dalam pengimplementasiannya. 
Berikut rukun dan syarat yang ada pada akad bai’: 
Menurut mayoritas ulama’, rukun bai’ ada tiga yaitu: 
1. Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat). Rukun pertama 
yang ada dalam jual beli yaitu aqid atau orang yang 
melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara umum 
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Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam 
Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 123-125. 
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penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah 
(kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).  
2. Ma’qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat) 
3. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima) 
Syarat-syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut: 
1. Syarat Aqidain yaitu penjual dan pembeli 
a. Aqid harus berakal yakni mumayyiz 
b. Aqid harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian 
akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua 
pihak hukumnya tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam 
jual beli terdapat dua hak yang berlawanan yaitu 
menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang 
mustahil pada saat yang sama satu orang bertindak 
sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus 
menjadi pembeli yang menerima barang. 
2. Syarat Ma’qud alaih 
a. Barang yang dijual harus maujud (ada).  
b. Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. Mal 
mutaqawwim maksudnya adalah setiap barang yang 
dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya 
dalam keadaan ikhtiyar. 
c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. 
Dengan demikian tidak sah menjual barang yang belum 
dimiliki oleh seseorang. 
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d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat 
dilakukannya akad jual beli. 
3. Syarat shighat (ijab dan qabul) 
Syarat akad yang sangat penting adalah qabul harus 
sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di 
ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat 
perbedaan antara qabul dan ijab, maka akad jual beli tidak 
sah.
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Karena dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang pihak bank 
menyewakan porsi kepemilikannya kepada nasabah, maka 
terdapat satu akad lagi di dalam musyarakah mutanaqisah, 
yaitu akad ijarah. Berikut rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi dalam akad ijarah: Rukun yang terdapat dalam 
akad ijarah meliputi: 
1. Pihak yang berkontrak 
2. Objek kesepakatan  
3. Ucapan (sighat) penawaran dan penerimaan (ijab dan 
qabul) 
Syarat-syarat yang terkait dalam rukun ijarah meliputi: 
1. Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, 
menjahit pakaian dan sebagainya.  
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2. Manfaatnya diperbolehkan oleh syari’ah. 
3. Biaya sewa diketahui, karena Abu Sa’id Al-Khudri r.a 
berkata: “ Rasulullah SAW melarang penyewaan pekerja 
hingga upahnya dijelaskan kepadanya.”71 
Dari akad ijarah ini lah bagi hasil dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi di dapatkan. Bagi 
hasil yang di dapatkan bank akan diakui sebagai keuntungan 
bagi bank, sementara bagi hasil yang didapatkan nasabah 
akan dialihkan untuk pembelian porsi hishah bank. 
Berbicara mengenai bagi hasil, berdasarkan pembicaraan 
dengan Kepala BDM Financing Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang, Ibu Lu’lu Allifah menyampaikan bahwa 
nisbah bagi hasil tidak hanya didasarkan pada besaran porsi 
penyertaan modal, melainkan atas kesepakatan antar mitra 
(syarik). 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
mempunyai rumus perhitungan bagi hasil sendiri, yaitu bagi 
hasil yang diharapkan bank dihitung dari jumlah porsi bank 
dikali ekspektasi yield yang diharapkan dibagi 12 bulan. 
Nisbah bagi hasil juga bisa ditentukan melalui rumus jumlah 
porsi penyertaan modal dikali yield dibagi 12 bulan dibagi 
harga sewa. Besarnya nisbah bagi hasil ini akan tetap sama 
selama masa pembiayaan berlangsung. 
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Analisis penulis dari ketiga akad tersebut bahwa 
sebagian besar praktek pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang baik saat akad 
musyarakah, bai’ maupun akad ijarah sudah memenuhi 
syarat dan rukunnya. Akan tetapi terdapat beberapa 
ketentuan yang belum terpenuhi.  
Pertama, dalam rukun musyarakah objek akad 
berupa modal dan kerja. Dalam praktek pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi hanya terpenuhi modal saja, sedangkan 
mengenai pembagian kerja tidak terdapat dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi, karena memang tujuan dari 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi adalah untuk 
kepemilikan suatu aset, jadi para syarik dalam pembiayaan 
ini hanya bekerjasama dalam hal modal saja. Maka dari itu 
akad musyarakah yang dilakukan dalam pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi ini hanya digunakan sebatas 
bekerjasama dalam kepemilikan suatu barang, dimana akad 
musyarakah ini adalah akad yang pertama kali dilakukan 
dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yaitu 
saat membeli aset yang diinginkan oleh nasabah. 
Kedua, mengenai bagi hasil dimana dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi terdapat bagi hasil 
yang diperoleh dari akad ijarah, bukan dari akad 
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musyarakah. Dimana bagi hasil yang didapatkan bank 
merupakan keuntungan yang didapatkan bank, sedangkan 
bagi hasil yang didapatkan nasabah dialihkan untuk membeli 
porsi hishah bank. Bagi hasil merupakan hak yang berhak 
diterima oleh masing-masing pihak sesuai dengan nisbah 
yang telah disepakati. Dan setiap pihak berhak melakukan 
apa saja terhadap hak yang dimilikinya. Akan tetapi dalam 
hal bagi hasil di dalam pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi dengan akad musyarakah mutanaqisah ini nasabah 
hanya mempunyai satu pilihan yaitu bagi hasil yang 
didapatkan dikembalikan lagi kepada bank dengan cara 
dialihkan untuk membeli porsi hishah bank dan tidak 
mempunyai pilihan lain terhadap bagi hasil yang 
diterimanya. Jadi bagi hasil yang di dapatkan nasabah dalam 
pembiayaan ini tujuannya untuk menambah porsi nasabah 
dengan cara membeli porsi bank. Dan selama Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang melaksanakan 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi ini tidak ada nasabah 
yang meminta bagi hasilnya secara tunai, dan sudah secara 
otomatis bagi hasil nasabah tersebut digunakan untuk 
membeli porsi bank. Apabila ada nasabah yang meminta 
agar bagi hasilnya diberikan secara tunai maka besarnya 
porsi nasabah juga tidak akan bertambah, maka dari itu agar 
porsi nasabah semakin lama semakin bertambah maka bagi 
 
128 
 
hasil nasabah tersebut harus digunakan untuk membeli porsi 
bank. 
Sebelum masa pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi berlangsung, maka nasabah harus melunasi biaya-
biaya yang ditimbulkan dalam pembiayaan, diantaranya 
biaya pajak pembelian, biaya notaris, biaya materai, biaya 
administrasi, biaya asuransi. Dan selama masa pembiayaan 
KPR Muamalat iB dengan akad musyarakah mutanaqisah 
berlangsung, maka nasabah hanya akan membayar biaya 
sewa setiap bulannya, dimana biaya sewa yang harus dibayar 
oleh nasabah tersebut mencakup bagi hasil yang diterima 
bank dan bagi hasil yang diterima nasabah. Bagi hasil yang 
diterima nasabah akan dianggap sebagai pendapatan, 
sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah akan digunakan 
untuk membeli porsi bank. 
Selain ketidaksesuaian dengan fatwa DSN Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008, praktek pembiayaan KPR Muamalat 
iB Kongsi/ Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang juga terdapat ketidaksesuaian 
dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 
Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk 
Pembiayaan. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam 
ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah nomor 5 
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disana disebutkan bahwa: “Apabila nasabah tidak mampu 
membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah/ LKS dapat 
membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah/ 
LKS”. Sementara dalam prakteknya apabila nasabah tidak 
mampu membayar sisa utangnya maka nasabah harus tetap 
membayar angsurannya sampai lunas. Hal ini tentu saja 
kurang sesuai dengan yang ada dalam keputusan DSN 
Nomor 01/DSN-MUI/X/2013. Akan tetapi menurut 
pendapat penulis hal tersebut wajar, karena tidak ada bank 
yang mau mengalami kerugian. 
 Apabila bank mengamalkan poin ke 5 dalam 
keputusan Dewan Syariah Nasional tersebut dalam arti  bank 
membebaskan nasabah-nasabah yang tidak mampu 
membayar sisa utangnya dibebaskan dari kewajibannya, 
maka hal ini akan sangat merugikan bank.  
Ketidaksesuaian antara praktek pembiayaan KPR 
Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang juga terdapat dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 
perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan 
Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah. Dalam 
Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa “Pembiayaan KPR 
iB dengan skim Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) 
dipersyaratkan adanya batasan penyertaan (sharing) 
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kepemilikan rumah/ bangunan pada saat awal oleh bank 
syari’ah ditetapkan paling tinggi 80% dari nilai rumah/ 
bangunan, atau dengan kata lain nasabah diharuskan 
melakukan penyertaan (sharing) kepemilikan awal paling 
rendah 20% nilai rumah/ bangunan”. Sedangkan pada 
prakteknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang 
menetapkan uang muka sebesar 10% dalam pembiayaan 
KPR Muamalat iB Kongsi. Dan besarnya uang muka 
tersebut berubah-ubah sesuai dengan program yang sedang 
dijalankan oleh pihak bank. Jadi analisis penulis dalam hal 
ini adalah bahwa dalam penentuan besarnya uang muka 
yang ada dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi 
ini belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
14/33/DPbS tanggal 27 November 2012. 
Berdasarkan pemaparan diatas analisis penulis 
tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad 
musyarakah mutanaqisah yang diterapkan dalam produk 
KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Semarang menurut pendapat penulis bahwa 
penggunaan akad musyarakah mutanaqisah dalam 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi secara garis besar 
sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik berdasarkan 
fatwa maupun dari segi fiqh. Akan tetapi masih terdapat 
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beberapa ketidaksesuaian antara praktek dan beberapa 
ketentuan dalam fatwa, peraturan Bank Indonesia, dan Surat 
Edaran Bank Indonesia. 
Hukum dari akad musyarakah mutanaqisah itu 
sendiri adalah boleh. Hal ini sesuai dengan yang tertera 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-
MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah, dan 
diperkuat dengan  hampir sebagian besar Keputusan Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 01/DSN-
MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah 
Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan, dan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 18/ 16/ PBI/ 2016 Tentang Rasio 
Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To 
Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk 
Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, dan Surat 
Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 
November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit 
Usaha Syari’ah. 
Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah, 
memang hanya menyebutkan hukum dari musyarakah 
mutanaqisah adalah boleh dan ketentuan-ketentuan akad 
musyarakah mutanaqisah. Sementara mengenai 
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pengimplementasiannya untuk transaksi apa saja tidak 
dirinci secara jelas di dalam fatwa tersebut, termasuk apakah 
boleh akad musyarakah mutanaqisah diaplikasikan dalam 
pembiayaan KPR Maumalat iB Kongsi. Maka dari itu perlu 
dikaji lebih lanjut mengenai pengimplementasiannya. Dan 
setelah dilakukan penelitian secara mendalam tentang skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi dengan 
menggunakan akad musyarakah mutanaqisah maka penulis 
berpendapat bahwa akad musyarakah mutanaqisah ini cocok 
apabila diterapkan dalam produk pembiayaan KPR. Selain 
mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi para syarik 
(bank dan nasabah), akad musyarakah mutanaqisah ini juga 
dapat meminimalisir resiko-resiko yang ada dalam produk 
pembiayaan KPR. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Semarang ini alurnya tidak jauh berbeda 
dengan pembiayaan KPR Muamalat iB Pembelian/ murabahah. 
Akan tetapi mengenai ketentuan-ketentuan dan kelebihan serta 
kekurangannya tentu saja berbeda. Implementasi akad 
musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi terdapat dua akad di dalamnya (hybrid contract). Yang 
pertama yaitu bank dan nasabah melakukan kerja sama (syirkah/ 
musyarakah) untuk membeli sebuah aset, jadi akad musyarakah 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi hanya sebatas 
kerja sama dalam pemilikan sebuah aset. Sehingga tidak ada 
pembagian kerja maupun bagi hasil di dalamnya. Sebaliknya bagi 
hasil diperoleh dari akad ijarah. Akad yang kedua yaitu ijarah. 
Aset yang menjadi objek pembiayaan di sewakan (ijarah) kepada 
nasabah dengan pembayaran uang sewa yang diasumsikan 
sebagai keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada bank dan 
nasabah sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Bagi hasil 
yang didapatkan bank akan dianggap sebagai keuntungan bagi 
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bank. Sementara bagi hasil yang diterima nasabah dialihkan 
untuk membeli porsi hishah bank. Tidak hanya akad nya yang 
lebih dari satu, dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB 
Kongsi ini juga terdapat dua kontrak perjanjian. Kontrak 
perjanjian yang pertama yaitu memuat akad musyarakah 
mutanaqisah itu sendiri, dan kontrak perjanjian yang kedua yaitu 
memuat tentang ijarah. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad musyarakah mutanaqisah 
pada produk Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang penulis menarik 
kesimpulan bahwa akad musyarakah mutanaqisah ini cocok 
apabila diterapkan dalam produk pembiayaan KPR. Selain 
mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank 
dan nasabah), akad musyarakah mutanaqisah ini juga dapat 
meminimalisir resiko-resiko yang ada dalam produk pembiayaan 
KPR. Implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Semarang secara garis besar sudah 
sesuai dengan fiqh dan fatwa. Dilihat dari segi fiqh penggunaan 
akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR 
Muamalat iB kongsi ini secara rukun sudah terpenuhi, akan tetapi 
dari segi syarat masih ada yang belum terpenuhi. Dan dalam 
ketentuan yang ada di dalam fatwa dan ketentuan hukum positif 
masih terdapat ketidak patuhan. Ketidakpatuhan tersebut terdapat 
dalam ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah 
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Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/ 2008 tentang musyarakah 
mutanaqisah, Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 
Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk 
Pembiayaan, serta ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan 
Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syari’ah dan 
Unit Usaha Syari’ah. 
 
B. Saran  
1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam 
mengimplementasikan akad musyarakah mutanaqisah pada skim 
pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi lebih banyak program 
yang bisa menarik minat banyak nasabah, sehingga jumlah 
nasabah yang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
dalam pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi akan terus 
meningkat dari waktu ke waktu. 
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi/ 
musyarakah mutanaqisah akan lebih baik jika mengamalkan 
seluruh ketentuan yang ada, baik ketentuan yang ada di dalam 
fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 
tentang musyarakah mutanaqisah maupun ketentuan yang ada di 
dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 
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Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk 
Pembiayaan, serta ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan 
Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syari’ah dan 
Unit Usaha Syari’ah. 
 
C. Penutup 
Dengan mengucap alhamdulillahirobbil ‘alamin sebagai 
ungkapan syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaiakan 
skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan penuh semangat dan 
usaha yang optimal, akan tetapi masih ada kekurangan dalam 
beberapa hal. Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 
para pembaca pada umumnya. 
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8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/33/DPbS Tahun 2012 
S U R A T E D A R A N 
Kepada 
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA 
SYARIAH 
DI INDONESIA 
 
Perihal : Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan 
Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  
 
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4896) dan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5247) serta dalam 
rangka meningkatkan kehati-hatian bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melakukan 
penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah dan 
pembiayaan kendaraan bermotor, perlu untuk mengatur 
mengenai penerapan kebijakan produk pembiayaan 
kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor 
oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 
(UUS) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
I. KETENTUAN UMUM  
A. Latar Belakang  
1. Peningkatan permintaan pembiayaan kepemilikan 
rumah, dan pembiayaan kendaraan bermotor yang sangat 
tinggi berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi BUS 
dan UUS.  
2. Pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah yang 
sangat tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga 
aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya 
(bubble), sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi 
BUS dan UUS yang memiliki eksposur pembiayaan 
properti yang besar.  
3. Untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang 
produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor 
keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya 
kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor 
keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber 
kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan 
pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan 
kendaraan bermotor yang berlebihan.  
4. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian 
BUS dan UUS dalam penyaluran pembiayaan 
kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor 
serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan 
dilakukan melalui penetapan besaran Financing to Value, 
penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk 
pembiayaan kepemilikan rumah dan uang muka (down 
payment) untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan 
memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah.  
 
B. Pengertian  
1. Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang selanjutnya 
disebut KPR iB adalah pemberian pembiayaan kepada 
nasabah dalam rangka kepemilikan rumah dengan 
menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.  
2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut KKB iB adalah pemberian pembiayaan kepada 
nasabah dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor 
dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.  
3. Financing to Value yang selanjutnya disebut FTV 
adalah perbandingan antara nilai pembiayaan yang dapat 
diberikan oleh BUS atau UUS terhadap nilai agunan 
pada saat awal pemberian pembiayaan dalam rangka 
kepemilikan rumah.  
4. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah musyarakah 
atau syirkah dalam rangka kepemilikan rumah antara 
BUS atau UUS dengan nasabah, dimana penyertaan 
(sharing) kepemilikan rumah oleh BUS atau UUS akan 
berkurang yang disebabkan pembelian secara bertahap 
oleh nasabah.  
5. Uang Jaminan (Deposit) adalah uang yang harus 
diserahkan oleh nasabah kepada BUS atau UUS dalam 
rangka kepemilikan rumah yang dilakukan dengan akad 
Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).  
6. Uang Muka (Down Payment) adalah pembayaran di 
muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya 
dari debitur (self financing) dalam rangka pembelian 
kendaraan bermotor.  
 
II. PENERAPAN KEBIJAKAN PRODUK 
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DAN 
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
 
Dalam menyalurkan KPR iB dan KKB iB, BUS dan UUS 
wajib:  
 
A. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 
November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka 
memitigasi berbagai risiko yang melekat pada penyaluran 
KPR iB dan KKB iB, terutama risiko kredit dan risiko 
likuiditas; dan  
B. menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dengan 
menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan 
menjadi acuan dalam penyaluran KPR iB dan KKB iB 
dengan berpedoman pada:  
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah;  
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;  
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang 
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan 
Perkreditan Bank bagi Bank Umum;  
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS 
tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan 
Unit Usaha Syariah; dan  
5. Surat Edaran Bank Indonesia ini.  
 
III. RUANG LINGKUP PENGATURAN KPR iB DAN 
KKB iB  
A. KPR iB  
1. Ruang lingkup KPR iB meliputi pembiayaan KPR iB 
yang diberikan oleh BUS dan UUS kepada nasabah 
perorangan dalam rangka kepemilikan rumah tinggal, 
termasuk rumah susun atau apartemen dengan tipe 
bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), 
namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko.  
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak 
berlaku untuk KPR iB dalam rangka pelaksanaan 
program perumahan Pemerintah Indonesia berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
B. KKB iB  
Ruang lingkup KKB iB meliputi pembiayaan yang 
diberikan oleh BUS dan UUS kepada nasabah untuk 
pembelian kendaraan bermotor.  
IV. PENGATURAN FINANCING TO VALUE PADA KPR 
iB  
 
A. FTV diberlakukan terhadap KPR iB yang menggunakan 
akad murabahah atau akad istishna’.  
B. Perhitungan FTV yang merupakan perbandingan antara 
nilai pembiayaan terhadap nilai agunan, adalah sebagai 
berikut:  
1. nilai pembiayaan ditetapkan berdasarkan harga pokok 
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana 
tercantum dalam akad pembiayaan; dan  
2. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pengikatan 
agunan oleh BUS dan UUS.  
 
C. FTV KPR iB sebagaimana dimaksud pada huruf B 
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen).  
 
V. PENGATURAN PENYERTAAN (SHARING) DAN 
UANG JAMINAN (DEPOSIT) PADA KPR iB  
A. Penyertaan (sharing) BUS atau UUS dalam rangka 
kepemilikan rumah diberlakukan terhadap KPR iB dengan 
skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).  
B. Penyertaan (sharing) BUS atau UUS sebagaimana 
dimaksud pada huruf A ditetapkan paling tinggi sebesar 
80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan rumah.  
C. Uang Jaminan (Deposit) dalam rangka kepemilikan 
rumah diberlakukan terhadap KPR iB dengan akad IMBT.  
D. Uang Jaminan (Deposit) sebagaimana dimaksud pada 
huruf C ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada 
nasabah.  
E. Uang Jaminan (Deposit) sebagaimana dimaksud pada 
huruf D akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian 
rumah pada saat akad IMBT jatuh tempo. Dalam hal 
nasabah tidak mengambil opsi untuk membeli rumah, maka 
Uang Jaminan (Deposit) tersebut dikembalikan kepada 
nasabah.  
 
VI. PENGATURAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) 
PADA KKB iB  
A. Uang Muka (Down Payment) KKB iB ditetapkan 
sebesar persentase tertentu dari harga pembelian 
kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BUS atau UUS.  
 
B. Uang Muka (Down Payment) sebagaimana dimaksud 
pada huruf A ditetapkan sebagai berikut:  
1. paling rendah 25% (dua puluh lima persen), bagi 
kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga;  
2. paling rendah 30% (tiga puluh persen), bagi kendaraan 
bermotor roda empat untuk keperluan non produktif;  
3. paling rendah 20% (dua puluh persen), bagi kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan 
produktif.  
 
Kriteria kendaraan bermotor untuk keperluan produktif 
adalah sebagai berikut:  
a. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk 
angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh 
pihak berwenang; dan/atau  
b. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang 
memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh 
pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung 
kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya.  
 
VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
1. Bank Indonesia meminta BUS atau UUS untuk 
menghentikan kegiatan produk KPR iB dan/atau KKB iB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam hal BUS atau UUS 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 
IV.C, butir V.B, butir V.D, dan butir VI.B Surat Edaran 
Bank Indonesia ini.  
2. BUS atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan 
produk KPR iB dan/atau KKB iB sesuai permintaan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A, dikenakan 
sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang 
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.  
 
VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN  
A. Besaran FTV untuk KPR iB sebagaimana dimaksud 
dalam butir IV.C, besaran penyertaan (sharing) untuk KPR 
iB sebagaimana dimaksud dalam butir V.B, dan besaran 
Uang Jaminan (Deposit) untuk KPR iB sebagaimana 
dimaksud dalam butir V.D, serta besaran Uang Muka 
(Down Payment) untuk KKB iB sebagaimana dimaksud 
dalam butir VI.B dapat disesuaikan dari waktu ke waktu 
sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.  
B. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain 
melalui pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) oleh 
BUS dan UUS maupun melalui pengawasan dan 
pemeriksaan BUS dan UUS.  
 
IX. KETENTUAN PERALIHAN  
 
BUS dan UUS yang telah memiliki kebijakan dan prosedur 
tertulis mengenai penyaluran KPR iB dan/atau KKB iB 
sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib menyesuaikan 
kebijakan dan prosedur KPR iB dan/atau KKB iB serta 
menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat 
pada tanggal 31 Maret 2013.  
 
X. KETENTUAN PENUTUP  
 
Ketentuan mengenai besaran FTV untuk KPR iB 
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C, besaran 
penyertaan (sharing) untuk KPR iB sebagaimana dimaksud 
dalam butir V.B, dan besaran Uang Jaminan (Deposit) 
untuk KPR iB sebagaimana dimaksud dalam butir V.D, 
serta besaran Uang Muka (Down Payment) untuk KKB iB 
sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B mulai berlaku 
pada tanggal 1 April 2013.  
 
 
 
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 
27 November 2012  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Demikian agar Saudara maklum.  
 
  
BANK INDONESIA,  
 
 
 
HALIM ALAMSYAH  
DEPUTI GUBERNUR DPbS 
 
  
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Tri Mamik Rahayu 
Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 22 September 1996 
Alamat    :Desa Cabak RT 04/ RW 03 Kecamatan  
 Jiken Kabupaten Blora, Jawa Tengah 
Agama    : Islam 
Nomor Hp   : 085742406830 
E-mail    : trimamik168@gmail.com 
Riwayat Pendidikan Formal : 
1. TK Tunas Rimba Cabak  Lulus Tahun 2002 
2. SD Negeri Cabak    Lulus Tahun 2008 
3. SMP Negeri 1 Jiken   Lulus Tahun 2011 
4. SMK Negeri 2 Blora   Lulus Tahun 2014 
5. UIN Walisongo Semarang  Angkatan 2014 
Pengalaman Organisasi : 
1. American Corner Volunteer Tahun 2016-2018 
2. GenBI Tahun 2016 
3. PMII Rayon Syariah Tahun 2014 
4. HMJ Muamalah Tahun 2015 (Sekertaris) 
5. KSPM  Tahun 2015 (Anggota) 
6. IMPARA Tahun 2014- 2018  
7. Click Tahun 2015 
Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya 
